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ANDI RAHMAT HIDAYAT. NIM E11108283. INSTITUSIONALISASI PARTAI 
POLITIK (Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi 
Selatan pada Syahrul Yasin Limp-Agus Arifin Nu’mang Tahun 2013. 
Dibawah bimbingan Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy M.A sebagai 
Pembimbing I dan A. Ali Armunanto S.IP, M.Si sebagai Pembimbing II. 
Partai politik mempunyai posisi dan peranan (role) yang sangat vital 
dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, partai merupakan pilar yang sangat 
penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik 
yang demokratis.  Institusionalisasi partai menjadi solusi mutakhir agar  partai 
politik mampu memiliki pola tertentu dalam menunjang demokratisasi. 
Permasalahan Internal yang kerap menghinggapi perjalanan aktivitas politik 
telah menjadi permasalahan utama dari proses institusionalisasi partai 
dewasa ini, termasuk pada DPW PAN Sulawesi Selatan. Kasus pada DPW 
PAN SULSEL dalam memberikan rekomendasi dukungan kepada Pasangan 
Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang pada Pemilihan Gubernur Sulawesi 
Selatan Tahun 2013 telah sediikit banyak memberikan gambaran tentang 
bagaimana upaya yang dilakukan DPW PAN SULSEL dalam menyelesaikan 
polemik internal guna menunjang institusionalisasi partai politik.  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih seksama tentang 
bagaimana dinamika internal DPW PAN SULSEL pasca rekomendasi 
tersebut dikeluarkan dalam upaya-upaya institusionalisasi partai politik. 
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan dasar 
penelitian studi kasus. Penelitian ini melibatkan para fungsionaris DPW PAN 
SULSEL sebagai sumber informasi untuk menarik kesimpulan secara 
komprehensif. Selain itu, berbagai cara pengumpulan data yang dilakukan 
diantaranya adalah wawancara mendalam dan dokumentasi dengan telaah 
mendalam hal-hal yang terkait dalam masalah penelitian ini. Adapun 
pendekatan dan konsep yang digunakan ialah pendekatan institusionalisme 
baru, konsep partai politik, anatomi partai, dan institusionalisasi partai. 
Dalam Hasil penelitian ditemukan beberapa indikasi yang telah 
melemahkan kedaulatan institusi partai secara kelembagaan. Permasalahan 
yang dihadapi berupa perbedaan pendapat dalam menyikapi rekomendasi 
dukungan yang dikeluarkan oleh DPP PAN. Beberapa elit dan entitas partai di 
tingkat grassroot memperlihatkan sikap yang bertolakbelakang dengan 
keputusan tersebut, yang notabenenya mengikat bagi seluruh elemen dalam 
partai. Sehingga hali ini berimplikasi pada kedaulatan institusi partai secara 
menyeluruh dimana beberapa kader membelokkan dukungan ke pasanagan 
Ilham–Aziz (IA). Namun secara umum, DPW PAN SULSEL tetap 
menunjukkan bahwa dinamika yang berlangsung di internal partai mampu 
disikapi secara baik dalam menunjang penguatan institusionalisasi partai, 
diantaranya dengan melakukan upaya penguatan aturan organisasi partai 
sebagai bentuk kedaulatan partai secara menyeluruh. hal ini terbukti ketika 
DPW PAN sebagai partai koalisi mampu memaksimalkan peranannya dalam 
memenangkan Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu’mang di PILGUB 
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A. Latar Belakang 
Demokrasi telah menjadi spektrum dari sistem politik negara-
negara yang ada di dunia. Indonesia telah menjadi negara yang 
mempunyai laju percepatan arus demokratisasi cukup signifikan 
dewasa ini, hal ini telah mendapat pengakuan dari negara-negara di 
dunia sehingga Indonesia selaiu mendapatkan posisi yang amat 
strategis dalam percaturan politik global.1 
Perubahan penting yang dialami Indonesia dalam menjalankan 
proses demokratisasi adalah munculnya berbagai macam partai politik. 
Di era reformasi setelah dibukanya kran kebebasan mendirikan partai 
poiitik, nuansa politk bangsa sangat disesaki oleh aktivitas partai politik. 
Berbagai motif pendirian partai potitik mendasari kehadiran partai-partai 
itu, seperti : (1) partai hadir atas dasar keinginan orang-orang yang 
berkuasa, (2) motif ekonomi, orang masih memimpikan bahwa partai 
potitik adalah tempat mengeruk keuntungan dan memperkaya diri, 
keluarga, dan kelompok, (3) motif kekuasaan pragmatis dengan 
berbagai alasan, misalnya ideologi, gagasan, dan struktur yang baru. 
(4) Transaksional, (5) Bargaining Position. Kondisi ini menyebabkan 
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partai tidak lebih sebagai event organizer dari orang-orang yang haus  
akan kekuasaan.2 
Indonesia sampai saat ini masih berada dalam tahap transisi 
menuju konsolidasi demokrasi. Proses transisi ini nampaknya akan 
berjalan lebih lama dari perkiraan sebelumnya, karena lemahnya 
komponen-komponen yang bisa menjamin terselenggaranya sistem 
yang demokratis. Salah satu komponen tersebut adalah partai poiitik. 
Kurang berfungsinya serta proses institusionalisasi partai poiitik yang 
belum maksimal di Indonesia merupakan permasalahan umum dalam 
era transisi demokrasi. Permasalahan ini masih harus ditambah dengan 
permasalahan konsolidasi internal partai, sehingga demokrasi yang 
diharapkan akan semakin sulit dicapai. Permasalahan konsolidasi 
internal partai banyak terlihat dari timbulnya konflik-konflik Internal yang 
berimplikasi langsung terhadap kekuatan partai politik secara institusi. 
Realitas politik pada era reformasi menunjukkan adanya 
penurunan tingkat kepercayaan (kredibilitas) masyarakat terhadap 
partai politik secara massif. Hal ini dikarenakan partai politik tidak 
mampu memainkan fungsinya secara optimal. Partai-partai politik tidak 
memiliki kemampuan mengerahkan dan mewakili kepentingan warga 
negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintah. 
Sehingga bukannya menjadi institusi yang mengantar masyarakat 
kepada kehidupan yang lebih demokratis, partai politik malah berubah 
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menjadi sebuah institusi yang hanya mengejar kepentingan sendiri dan 
melupakan hakikat keberadaannya dalam sistem politik. Proses 
institusionalisasi yang kurang baik, manajemen internal yang rendah 
dan kurang dikelola secara demokratis mengakibatkan partai politik 
belum dapat menjadi institusi publik yang mampu menggerakkan kader 
secara massif untuk menerima kedaulatan institusi organisasi.3 
Tentunya praktik ini hampir menjangkiti sebagian besar partai di 
Indonesia baik di tingkatan pusat maupun daerah. 
Seluruh partai politik memerlukan institusionalisasi untuk 
meningkatkan kinerja organisasi dari partai tersebut. hal ini mampu 
menunjang kehadiran proses yang lebih demokratis di dalam 
aktivitasnya. Pembenahan pada partai politik menjadi aspek yang 
mutlak dilakukan pada era demokratisasi. Selain karena partai politik 
memiliki peranan yang sangat vital sebagai penggerak arus demokrasi, 
juga derajat fungsinya sangat mempengaruhi aktivitas tatanan 
kelembagaan dalam sebuah negara. 
Terkait dengan itu, maka penulis akan membahas fenomena ini 
dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian kali ini pada adalah proses 
institusionalisasi partai politik yang dialami oleh Partai Amanat Nasional 
(PAN). PAN menjadi sebuah partai yang cukup menarik bagi penulis 
untuk diteliti karena dapat dikategorikan sebagai partai dengan 
                                                          
3
 Disampaikan oleh Lili Romli pada Seminar dan Lokakarya "Penguatan Kelembagaan 
Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi", UGM Yogyakarta, 2012 
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kekuatan politik yang cukup mapan. Selain itu, partai ini juga memiliki 
rekam jejak (historis) politik yang baik di Indonesia.  
PAN merupakan salah satu partai politik yang berasaskan 
pancasila dengan basis massa islam yang cukup besar di Indonesia. 
Partai politik yang lahir dari rahim reformasi ini tumbuh dan 
berkembang menjadi partai yang cukup diperhitungkan, baik dalam 
kancah politik nasional maupun pada tingkatan daerah dan 
kabupaten/kota termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedekatannya 
dengan organisasi masyarakat Muhammadiyah serta ketokohan Amin 
Rais selaku pendiri partai menjadikan partai ini tetap eksis sebagai 
partai besar di Indonesia. Penelitian atas institusionalisasi PAN akan 
dispesifikkan pada studi kasus institusionalisasi PAN di Sulawesi 
Selatan dalam kaitannya dengan rekomendasi dukungan DPW PAN 
pada pasangan Calon Gubernur Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin 
Nu'mang tahun 2013. 
Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan partai pengusung 
pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang pada 
pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007, bergabung dalam 
koalisi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai 
Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). 
Setelah KPU Sulsel menetapkan rekapitulasi perolehan suara 
pemitihan gubernur tahun 2007, hasilnya pasangan Syahrul Yasin 
Limpo - Agus Arifin Nu'mang (Sayang) memperoleh 1.432.572 suara 
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(39,53%) mampu mengalahkan pasangan incumbent saat itu, yakni 
Amin Syam – Mansyur Ramly (Asmara) dengan perolehan 1.404.672 
suara (38,76%) yang kalaitu diusung oleh Partai Golkar, Partai 
Demokrat (PD), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan Aziz 
Qahhar Mudzakkar - Mubyl Handaling yang kala itu diusung Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkttan Bangsa (PKB), 
dan Partai Bulan Bintang (PBB) meraih 786.792 suara (21 ,71 %) juga 
tunduk atas kemenangan Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu’mang.4 
PAN memiliki peran yang cukup besar bagi kemenangan Syahrul Yasin 
Limpo – Agus Arifin Nu’mang pada tahun 2007 karena menjadi partai 
pertama yang menyatakan dukungannya kepada pasangan tersebut, 
walaupun diketahui keduanya menjadi kader partai Golkar pada saat 
itu.  
Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013, PAN 
kembali menjadi partai peserta koalisi dalam mendukung Syahrul Yasin 
Limpo – Agus Arifin Nu’mang, bersama GOLKAR, PDIP, PDK, PKIP, 
PDS, PPP, dan  PKNU. Dari 8 partai politik pengusung, PAN 
merupakan partai yang terakhir menyerahkan rekomendasi dukungan. 
Hal ini tentunya menjadi ironi karena dimana pada PILGUB SULSEL 
tahun 2007 sebelumnya, PAN menjadi partai pertama yang mengusung 
pasangan ini. Penyebab kejadian ini adalah karena terdapat beberapa 
individu di dalam internal partai yang berkeinginan untuk mendukung 
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 http://pengumuman-hasil-PILGUB SULSEL tahun-sulsel-oleh-kpudsulsel- 2008.html, 
terakhir diakses pada 21 januari 2013 
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pasangan Ilham-Aziz (IA), yang juga maju sebagai salah satu kontestan 
dalam Pemilihan Gubernur Sulsel 2013, diantara tokoh PAN yang 
terlibat adalah Buhari Kahar Mudzakkar, Yuliani Paris, Taufan Tiro, 
Amin Rais, AM Fatwa,dll.5  
Polemik  yang  terjadi  dalam   tubuh   DPW  PAN   Sulsel  dalam 
pelaksanaan PILGUB SULSEL tahun 2013 sebenarnya mengemuka di 
publik saat ketua DPD PAN, Ashabul Kahfi membacakan surat 
rekomendasi dukungan DPP PAN untuk Pemilihan Gubernur Sulsel 
2013 di kantin DPRD Provinsi (Fajar: 25 Agustus 2012)  bahwasanya 
PAN secara resmi memberikan dukungannya kepada Syahrul Yasin 
Limpo. Akan tetapi, selang waktu yang bersamaan Ketua Badan 
Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PAN, Andi Yuliani Paris dan Ketua 
DPP PAN Bidang Komunikasi Politik, Bima Arya Sugiarto 
mengeluarkan pernyataan di media massa yawg mempertanyakan 
keabsahan rekomendasi DPP PAN dalam Pemilihan Gubernur 
Sulawesi Selatan tahun 2013 yang dibacakan oleh Ashabul Kahfi 
sebelumnya, karena mengingat bahwasanya pasangan IA tengah 
mendaftarkan diri untuk mendapatkan dukungan dari PAN.6  Mereka 
berdalih bahwa proses finalisasi dukungan sementara berlangsung dan 
Hatta Rajasa selaku Ketua Umum PAN belum mengeluarkan 
rekomendasi dukungan kepada siapapun dalam pemilhan gubernur 
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 Liat berbagai pemberitaan media lokal dan nasional pada bulan Agustus – Desember 
2012, beberapa tokoh PAN yang membelok dari dukungan resmi partai adalah Amin 
Rais, AM Fatwa, Yuliani Paris, dll. 
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 Tribun Timur, 28 Agustus 2012, hlm. 3. Liat juga pemberitaan berbagai media massa 
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Sulsel tahun 2013 yang dimana diiukuti oleh tiga pasangan calon, yakni 
llham Arif Sirajuddin-Aziz Qahar Muzakkar (IA), Syahrul Yasin Limpo-
Agus Arifin Nu'mang (Sayang), dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir 
(Garuda-Na). 
Kekisruhan arah dukungan PAN semakin kompleks ketika 
secara implisit, Amin Rais selaku tokoh Dewan Majelis pertimbangan 
PAN menyerukan agar seluruh kader PAN Sulsel memberikan 
dukungannya kepada pasangan IA (Ilham-Aziz) pada Pemilihan 
Gubernur tahun 2013,7  Selain itu, DPP Barisan Muda Penegak Amanat 
Nasional (DPP BM PAN) yang merupakan sebuah organisasi sayap 
kanan PAN pada tanggal 13 agustus 2012 melalui rapat DPW dan 24 
DPD BM PAN Se-SULSEL menyatakan secara resmi mengusung paket 
calon gubernur dan wakil gubernur IA (Ilham-Aziz). Hal senada juga 
dilontarkan oleh Buhari Kahar Mudzakkar selaku sekretaris DPW PAN 
Sulawesi Selatan yang dengan terang-terangan akan mengarahkan 
kadernya untuk mendukung pasangan IA, karena perlu diketahui bahwa 
Buhari juga memiliki kedekatan emosional selaku adik kandung dari 
Aziz Kahar Mudzakkar yang maju berpasangan dengan llham Arif 
Sirajuddin pada PILGUB SULSEL tahun 2013. 
Ketika menyimak secara garis besar relasi antara nilai (value) 
partai yang digelorakan oleh PAN dengan aktivitas arah dukungan, 
tentunya hal ini akan berjalan lurus ketika arah dukungan dijatuhkan 
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kepada pasangan lA, karena hal itu mampu direpresentasikan oleh 
ketokohan yang dimiliki oleh kedua figur tersebut. llham Arif Sirajuddin 
yang dikenal cakap sebagai tokoh politisi yang berpengalaman di kota 
Makassar sedangkan sosok ustadz, agamawan, bersih, sederhana, dan 
kharismatik yang melekat pada Aziz Kahar Mudzakkar mampu 
merepresentasikan sosok religius dalam paket ini. Selain itu, sosok Aziz 
yang menjadi panutan kader Muhammadiyah yang notabenenya 
menjadi basis PAN tidak bisa dinafikkan. Namun yang terjadi justru 
berbanding terbalik pada kasus Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 
tahun 2013, ketika secara resmi dukungan DPW PAN Sulsel tetap 
diberikan kepada pasangan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin 
Nu’mang. Sehingga hal inilah yang memicu lahirnya riak-riak internal di 
tubuh organisasi tersebut. DPW PAN dalam menyikapi berbagai 
dinamika yang terjadi diinternalnya, melakukan langkah-langkah 
penguatan organisasi secara kelembagaan guna menunjang aktivitas-
aktivitas politiknya. Maka dari itu, penulis akan kemudian menganalisa 
hal ini dari perspektif institusionalisasi partai politik. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka penelitian ini akan membahas permasalah pokok dengan 
mengacu pada fokus pertanyaan, yakni: 
Bagaimana dinamika organisasi DPW PAN Sulawesi Selatan 
pasca rekomendasi dukungan kepada pasangan Syahrul Yasin 
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Limpo – Agus Arifin Nu’mang pada pemilihan Gubernur Sulsel 
tahun 2013 ? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk mengetahui secara komprehensif tentang dinamika  internal 
yang terjadi dalam tubuh DPW PAN Sulawesi Selatan pada 
tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2013. 
2. Untuk   mendeskripsikan dan  menganalisis proses institusionalisasi 
yang terjadi dalam tubuh DPW PAN Sulawesi Selatan pasca   
rekomendasi dukungan kepada pasangan Syahrul Yasin Limpo – 
Agus Arifin Nu’mang pada Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2013. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan 
manfaat praktis, yakni: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara ilmiah 
mengenai proses intitusionalisasi DPW PAN Sulawesi Selatan   
dalam mengahadapi Pemilihan Gubernur tahun 2013. 
b. Dalam konteks akademis, penelitian ini akan memperkaya 
khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, 
khususnya studi tentang partai politik. 
2. Manfaat Praktis 
10 
 
a. Sebagai sarana pengembangan keilmuan bagi penulis secara 
pribadi. 
b. Memberi informasi kepada masyarakat dalam memahami 
realitas yang terjadi pada partai politik dewasa ini.  
c. Agar menjadi masukan dan referensi bagi para poiitisi, 
khususnya politisi PAN Sulawesi Selatan dalam memperkuat 
intitusi partai.  



















  TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan 
mempertegas penelitian dari aspek toritis. Literatur-literatur yang berisi 
pendapat para ahli banyak digunakan untuk lebih menyempurnakan 
penelitian ini. Penelitian ini perlu mengungkapkan permasalahan secara 
komprehensif, maka dari itu penggunaan teori, pendekatan, dan konsep 
akan menjadi alat analisis serta landasan berpikir bagi peneliti untuk 
membedah dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus 
penelitian. Berkaitan dengan itu, maka pembahasan pada bagian ini akan 
menjelaskan beberapa konsep, teori, ataupun pendekatan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan penelitiaan ini. 
A. Pendekatan Institusionalisme Baru 
 
Institusionalisme Baru (New Institusionalism) lebih merupakan 
suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, berbeda dengan 
institustonal lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal 
yang statis dan terstruktur. Pendekatan intitusionalisme baru 
memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu 
tujuan tertentu melatui aturan main (rules of the game).8 
Intitusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis 
atau perilaku yang melihat politik dan pengambilan kebijakan sebagai 
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 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 98 
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hasil dari perilaku kelompok besar atau organisasi, dan pemerintah 
sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan organisasi itu. 
Dalam banyak kasus, institusionalisme baru sebenarnya 
dibangun di atas wawasan terbaik institusionalisme tradisional, dalam 
konteks kerangka teoritis yang lebih eksplisit dan canggih. Oleh karena 
itu, titik keberangkatan yang disajikan oleh institusionalisme baru 
adalah dalam segi gerakan sepanjang enam garis analisis,9 yakni ; (a) 
Dari fokus terhadap organisasi menuju fokus pada peraturan; (b) Dari 
konsepsi formal tentang institusi menuju yang informal; (c) Dari 
konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis; (d) Dari 
berkubang dalam nilai menjadi posisi kritis terhadap nilai; (e) Dari 
konsepsi institusi holistik menjadi terpisah-pisah; (f) Dari independensi 
menjadi kemelekatan. 
Menurut Angela Penebianco, Sebagai sebuah pendekatan dalam 
studi ilmu politik, intitusionalisme baru memberikan prioritas yang lebih 
besar terhadap dinamika tentang terbentuknya organisasi dan 
hubungan antara berbagai elemen atau faksi yang berbeda di 
dalamnya. Pendekatan ini tidak menyangkal bahwa berkompetisi untuk 
memperoleh suara dapat mendorong partai untuk melakukan reformasi 
internal dan memodifikasi strukturnya. Sekalipun demikian, hal ini 
menekankan peran pola hubungan intrapartai yang ada dalam 
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 David Mars dan Gery Stoker, Theory and Methods in Political Science (Teori dan 
Metode dalam llmu Politik), terjemahan Helmi Mahadi dan Shohifullah, Bandung, Nusa 
Media, 2010, hal. 116 
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menyaring kemungkinan berkumpulnya partai dalam bentuk 
organisasional tunggal yang optimal.10 
March dan Olsen,11  pemikir yang mengembangkan paradigma 
new intitusionalisme menjelaskan bahwasanya intitusi politik 
memainkan peran yang lebih otonom dalam membentuk hasil politik 
(kebijakan), menyatakan bahwa organisasi politik membuat suatu 
perbedaan dalam kehidupan politik dengan menggunakan langkah - 
langkah berupa eliminasi kepentingan. Lebih lanjut, March dan Olsen 
juga melihat kemampuan aktor individu mempengaruhi bentuk dan 
berfungsinya institusi politik yang relatif otonom. Sebaliknya, institusi - 
institusi mampu mempengaruhi dan menentukan aktor yang sah, 
jumlah aktor, dan aktor yang menentukan tindakan. Pokok 
permasalahan dalam pendekatan ini menurutnya ialah bagaimana 
membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak 
mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan 
kolektif dalam sebuah keputusan. 
Pemilihan umum merupakan saat dimana terjadinya partisipasi 
yang paling konvensional yang dapat ditemui dihampir semua negara 
demokratis meialui proses pemberian suara. Melalui pemberian suara 
saat pemilihan umum ini rakyat kemudian dapat ikut berpartisipasi 
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 Alan Ware, Political Parties and Party System (Studi Organisasi Politik Modem). 
Terjemahan Muslim Mufti, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hal. 130-131  liat juga  Angelo 








dalam sistem politik meialui wakil yang telah dipilihnya dalam pemilu, 
seperti yang dikemukakan oleh Ramlan Subakti bahwa pemilihan 
umum merupakan sarana memobilisasi dan menggalang dukungan 
rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam 
proses politik.12 
Penggalangan dukungan rakyat terhadap negara memerlukan 
partai politik sebagai institusi yang hadir untuk mewujudkan hal 
tersebut. Partai politik menjalankan fungsi-fungsinya dalam sistem 
politik antara lain sebagai sarana partisipasi politik dan fungsi sebagai 
pemandu kepentingan, tetapi fungsi utama dari partai politik ialah 
mencari dan mempertahankan eksistensi dalam bentuk kekuasaan 
untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan 
ideologi partai tersebut. 
Sebagai sebuah institusi pola perilaku partai politik tertata oleh 
aturan yang telah ditetapkan, tetapi pada kenyataanya aktor dalam 
partai politik memiliki kecenderungan dalam menentukan pola perilaku 
partai politik tersebut. Dari penjelasan diatas penulis memilih 
menggunakan pendekatan institusional baru untuk melihat eksistensi 
partai politik dalam sebuah pemilu, dan untuk keperluan analisis teori 
dan pendekatan-pendekatan sehubungan dengan inti masalah dalam 
skripsi ini. 
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B. Partai Politik 
a. Konsep dan Fungsi Partai Politik 
Partai berasal dari bahasa latin "partire", yang bermakna 
membagi. Menurut Meriam Boediarjo, partai politik pertama-tama 
lahir di negara-negara eropa barat.13 Dengan meluasnya gagasan 
bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu dtperhitungkan serta 
diikutsertakan dalam proses politik negara, maka dibentuklah 
sebuah institusi yang mampu merepresentasikan suara dari 
masyarakat di satu pihak untuk dihubungkan dengan pemerintah di 
pthak lain. Dewasa ini, partai politik menempati posisi vital dalam 
menunjang demokratisasi dibandingkan dengan organisasi-
organisasi politik lainnya yang terdapat dalam sebuah negara. 
Menurut catatan dari Netherland Institute for Multyparty Democrazy 
(NIMD), mengungkapkan paling tidak terdapat tiga alasan sehingga 
partai politik diperlukan agar demokrasi dalam sebuah negara 
berfungsi. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi 
perwakilan politik; Kedua, partai politik adalah mekanisme utama 
bagi penyelenggaraan pemerintahan; Ketiga, partai politik adalah 
saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.14 
Partai politik adalah institusi yang mencoba mendapatkan 
pengaruh dalam sebuah negara, kerap dengan mencoba 
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 Miriam Budiarjo, op. cit., hal. 397-398 
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 Lili Romli, "Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde " .pdf, hal. 
21. Liat juga Netherland Institute for Multiparty Democrazy (NIMD), Suatu kerangka 
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menguasai posisi dalam pemerintahan, dan biasanya mengandung 
lebih dari satu kepentingan tunggal dari masyarakat dan pada 
tingkat tertentu berusaha mengumpulkan kepentingan.15 R.H Soltau 
mendefenisikan partai politik sebagai berikut: 
" ... A group of citizens more or less organized, who act as a 
political unit and who, by the use of their voting power, aim to 
control the government and carry out theirs general policies." 
(Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang 
bertindak sebagai kesatuan poiitik dan memanfaatkan 
kekuasaannya untuk memilih-bertujuan menguasai pemerintah dan 
melaksanakan kebijaksanaan umum mereka)."16 
 
Sigmeun Neuman dalam bukunya Modem Political Parties 
mendefenisikan: 
"... Partai politik sebagai sebuah organisasi dari aktivitas-aktivitas 
politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah 
serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu 
golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai 
pandangan yang berbeda."17 
 
Sementara menurut Trubus Rahardiansyah P., Partai politik 
merupakan kelompok anggota yag terorganisasi secara rapi dan 
stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu 
serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam 
pemerintahan melalui pemilu yang demokratis.18 Setelah melihat 
beberapa konsep partai politik dari aspek ciri-ciri atau karakteristik, 
maka sebuah organisasi politik baru dapat dikatakan partai politik 
apabila memiliki lima ciri umum atau fundamental, yakni: 
                                                          
15
 Alan Ware, op cit, hal. 7 
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 A.A. Sahid Gatara, llmu Politik: Memahami dan Menerapkan, Bandung, Pustaka 
Media, 2009, hal. 191-192 
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 Efriza, op. cit., hal.218 
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1. They are group of people- whom labels, are generally applied by 
both themselves and others (Berwujud kelompok-kelompok 
masyarakat yang beridentitas). 
2. Some of people are organized that is they deliberately 
acttogether to achieve party goals (Terdiri dari beberapa orang 
yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-
sama untuk mencapai tujuan-tujuan partai). 
3. The larger society recognizes as legitimate the right of partiesto 
organize andpromote their causes (Masyarakat mengakui 
bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk 
mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka). 
4. In some of their goal promotingactivities, parties work 
throughthe  mechanisms  of representative  government  
(Beberapa tujuannya diantaranya mengembangkan aktivitas-
aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme “pemerintah yang 
mencerminkan pilihan rakyat"). 
5. A key activity ofperties is thus selecting candidates for 
electivepublic office  (aktifitas inti partai politik adalah  
menyeleksi kandidat untuk jabatan publik).19 
 
Berpijak dari beberapa penjelasan di atas, penulis berusaha 
mendeskripsikan bahwasanya meskipun tidak ada keseragaman 
dalam hal defenisi mengenai partai politik, secara prinsipil 
sebenarnya terdapat kesamaan dalam hal karakteristik dan tujuan 
umum, yakni dalam setiap defenisi tentang partai politik akan serta 
merta ditemukan identitas partai politik sebagai sebuah organisasi 
(institusi) yang menjadi dasar ruang lingkup aktivitasnya dan 
kekuasaan (jabatan politik atau jabatan publik) sebagai tujuan 
umum yang dimiliki oleh setiap partai politik di mana pun ketika 
melakukan aktivitasnya. 
Selain sisi konsep (ciri dan defenisi), hal lain yang perlu 
menjadi rujukan konseptual pada penelitian ini terkait dengan 
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pembahasan intitusionalisasi partai politik adalah fungsi partai 
politik itu sendiri. Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik 
dapat dibedakan menjadi dua.20 Pertama, peran dan tugas internal 
organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memerankan 
peranan penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, 
kaderisasi, konsolidasi dan melanggengkan ideologi politik yang 
menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, fungsi partai 
politik yang bersifat eksternal organisasi. Di sini peran dan fungsi 
partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. 
Kehadiran parpol juga memiliki tanggungjawab konstitusional, 
moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat 
menjadi lebih baik.  
Berkenaan dengan perkembangan institusionalisasi yang 
dialami oleh partai politik pada era demokrasi modern, maka partai 
politik dituntut memiliki fungsi urgen yang perlu dilaksanakan, yakni 
: (1) Komunikasi politik; (2) Perwakilan; (3) Konversi, artikulasi 
kepentingan dan agregasi; (4) Pendidikan politik; (5) Integrasi 
(partisipasi politik, sosialisasi politik, dan mobilisasi politik); (6) 
Persuasi dan represi; (7) Kaderisasi; (8) Rekrutmen politik; (9) 
Membuat pertimbangan, perumusan kebijakan, dan kontrol 
terhadap pemerintah; (10) Mengkordinasi lembaga-lembaga 
pemerintah; (11) Alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang 
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duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat publik; dan (12) Fungsi 
dukungan (Supportive function).21 
Dari beberapa fungsi yang disebutkan di atas, penulis 
menganggap bahwasanya eksistensi sebuah partai politik tidak 
dapat dilepaskan dari pada kemampuan fungsional yang 
dimilikinya. Hal ini pulalah yang mampu menjadi indikator penilaian  
tentang proses intitusionalisasi dalam sebuah partai politik, apakah 
partai sudah terlembagakan secara baik atau belum. Jika mampu 
menjalankan fungsi tersebut, partai politik akan mendapatkan 
tempat di hati masyarakat dan terhindar dari konflik internal dalam 
tubuh partai tersebut. 
b. Kemampuan Organisasional Partai Politik 
Ada beberapa uraian pendapat dari beberapa ahli yang 
menjelaskan tentang kemampuan organisasional, diantaranya 
Gibson dalam buku Political Explore karangan Efriza, 
"   ... Kernampuan   organisasional  merupakan  gabungan  dari 
struktur organisasi,   perilaku  perorangan  dan  kelompok dalam 
organisasi, serta proses di dalamnya, yakni bagaimana komunikasi 
dan pengambilan keputusan dijalankan sehingga membuat 
organisasi itu bergerak dan hidup."22 
 
Dari pendapat ahli di atas, ketika dihubungkan dengan hakikat, 
fungsi, dan peran partai politik, maka kemampuan organisasi suatu 
partai politik merupakan integrasi dari struktur organisasi, termasuk 
aturan dasar (AD/ART-nya), mekanisme kerjanya, dukungan 
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sumber daya manusianya (terutama kepemimpinan dan 
kaderisasinya, serta dukungan lainnya, terutama sarana prasarana, 
dana (cost), tatalaksana, dan informasi yang mendukungnya. Hal 
ini berarti, ketika membicarakan kemampuan organisasional suatu 
partai politik, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah : 
a. Struktur organisasi dan perangkatnya, meliputi: 
(1) Tipe organisasi dengan strukturnya (apakah bersifat lancip 
atau steep hierarchist, atau bersifat lebih ramping atau 
mendatar/fungsional, lazimnya disebut (lean and mean). 
(2) Jaringan organisasinya (dari pusat sampai paling bawah 
apakah ada atau tidak, serta berada di wilayah mana saja). 
Jelasnya, apakah terdapat organisasi pada tingkat pusat, 
provinsi, kota/kabupaten, hingga sampai ke tingkatan yang 
paling bawah (ranting), apakah juga berada di seluruh 
wilayah negara, atau hanya di sebagian wilayah negara, 
sebagaimana yang termaktub dalam UU Rl No. 2 tahun 
2011 bahwa Organisasi Partai Politik dapat dibentuk 
sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.23 
(3) Ideologi   yang   mendasari   partai   politik   dan   berbagai 
perinciannya,   biasanya   dijelaskan   dengan   rinci   dalam 
AD/ART partai. 
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b. Mekanisme kerjanya, yakni prosedur kerja internal dan 
eksternalnya. Apakah bergaya birokrasi atau tidak, apakah 
hubungan dan kordinasinya baik atau tidak, dan semua yang 
berkaitan dengan lingkup kerjanya sehari-hari.  
c. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, baik yang bersifat 
kuantitatif dan kualitatif (terutama simpatisan, anggota, terutama 
kualitas kepemimpinan dan jenjang kaderisasinya).  
d. Dukungan sarana, prasarana, serta dananya (cukup, kurang 
atau mungkin baik, sifat kemandirian dari perolehan dukungan-
dukungan itu, apakah mengikat/ ada misi terselubung di balik 
bantuan-bantuan tersebut). 
e. Dukungan informasi yang tergelar daiam sistem informasi, 
merupakan hal yang berpengaruh dalam kemampuan 
organisasional partai politik.24 
Sebagai organisasi sosial politik, partai potitik bukanlah 
lembaga karir sehingga semestinya tidak perlu terjadi sikut-
menyikut untuk menjadi pengurus partai politik tersebut. Figur-figur 
yang terbaik yang dianggap dapat menjadikan partai politik sebagai 
media perjuangan aspirasi masyarakat atau demokrasi, perlu 
menyediakan waktu, tenaga, bahkan hartanya untuk kepentingan 
perjuangan. Karena sifat organisasionalnya yang sukarela itu pula, 
maka partai politik mestinya bersifat mandiri, baik dalam mengambil 
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kebijakan maupun dalam dukungan sarana prasarana, tatalaksana 
maupun dana/anggarannya. 
Partai politik semestinya hanya terikat dengan komitmen 
kepada konstituennya yang telah mempercayakan aspirasinya 
kepada parpol yang bersangkutan. Maka seharusnya, partai politik 
tidak bergaya seperti organisasi publik (pemerintah), dimana ada 
sistem atasan-bawahan, sistem kebijakan pusat ke daerah, sistem 
yang bergaya birokrat karena akan mengebiri kemandirian partai. 
Pengikat kebijakannya adalah Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah 
Tangga (AD/ART) partai dan berbagai musyawarah daerah atau 
pusat, dimana kedaulatan tertinggi sefalu ada pada anggota partai 
politik itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam UU no.2 tahun 
2011 tentang partai politik bahwa "pengambilan keputusan partai 
politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis"25.  Pengurus 
hanya menjalankan hasil dari sebuah keputusan yang ditentukan 
melalui sebuah mekanisme organisasi dan telah disepakati secara 
bersama. 
Kemampuan organisasional partai politik untuk menjalankan 
idealitas fungsinya sebagai sebuah institusi politik merupakan hal 
yang dapat dijalankan apabila didukung oleh struktur organisasi 
yang kuat, mulai dari tingkat akar rumput sampai pusat (nasional) 
dan terdapat pola interaksi yang teratur diantara keduanya. Partai 
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politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi suatu 
wilayah teritorial serta dikelola secara prosedural, sistematis dan 
demokratis. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dan 
akuntabel dapat menjamin aliran informasi dari bawah ke atas 
maupun dari atas ke bawah, sehingga nantinya akan meningkatkan 
efisiensi serta efektifitas fungsi kontrol dan kordinasi. 
c. Anatomi Partai Politik 
Dalam pandangannya, Frank J. Surouf tidak terlalu 
menekankan pada aspek hakekat atau tujuan partai politik, tetapi 
lebih menekankan pada aspek organisasi dari partai politik. Dalam 
uraiannya, Surouf menggambarkan partai politik sebagai raksasa 
politik berkepala tiga (Three-headed political giant). Surouf 
menggambarkan organisasi partai politik sebagai sebuah struktur 
sosial, dimana dalam tiap struktur kepartaian menjalankan fungsi, 
peran, tanggung jawab dan corak aktivitas yang beragam dalam 
sistem politik, serta saling berhubungan antara satu struktur 
dengan struktur yang lain. Ketiga struktur tersebut antara lain; 
Partai dikantor pusat (Party in the central office), Partai dalam 
pemerintahan (Party in the goverment), dan partai pada akar 
rumput (Party in the Electorate). 
Partai dikantor pusat (Party in the office) menggambarkan 
organisasi formal partai politik, yang terdiri dari pemimpin partai, 
aktivis partai, dan anggotanya. Orang-orang berada dalam struktur 
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ini, membuat dan memutuskan strategi yang digunakan dalam 
mempertahankan dan mengembangkan eksistensi partai. Mereka 
bekerja melalui komite, kaukus, konfrensi dan konvensi dan mereka 
dikontrol oleh hukum negara dan peraturan yang berlaku di dalam 
partai. 
Partai dalam pemerintahan (Party in the government), 
merujuk kepada orang-orang partai yang berhasit menduduki 
jabatan publik, seperti presiden, gubernur, bupati atau anggota 
dewan yang berada di parlemen nasional maupun daerah. Orang-
orang yang memegang jabatan ini berperan sebagai perpanjangan 
tangan partai dalam pemerintahan dan bertugas untuk 
memperjuangkan kepentingan partai mereka dalam pemerintahan 
untuk dimasukkan dalam kebijakan pemerintah. 
Partai pada akar rumput (Party in the electorate), merupakan 
struktur yang paling susah untuk digambarkan, terdiri dari orang-
orang yang memiliki derajat loyalitas yang beragam terhadap 
partai, yang memilih untuk partai tersebut pada saat pemilihan 
umum tetapi tidak menjalankan sebuah kegiatan yang aktif dalam 
partai politik, selain pada saat pemilihan umum berlangsung. 
Orang-orang dalam struktur ini adalah klien atau simpatisan dari 
partai, dan mereka hanya bertanggung jawab untuk memberikan 
suara mereka kepada partai politik dalam pemilu. Meskipun 
perannya tidak terlalu besar, tetapi pada struktur inilah partai politik 
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menggantungkan harapan mereka untuk memperoleh jabatan dan 
menguasai pemerintahan. Mereka menentukan berhasil atau 
tidaknya sebuah partai untuk memenangkan sebuah posisi atau 
jabatan dalam pemerintahan. 
Ketiga struktur partai yang dikemukakan oleh Surouf, yaitu 
party in the office, party in the government, dan party in the 
electorate, meskipun terpisah secara struktur, namun ketiga 
struktur ini saling bersinergi membentuk sebuah organisasi partai 
politik yang kuat. ketiga struktur ini saling melengkapi satu sama 
lain dalam menjalankan peran partai untuk mencapai tujuan 
bersama. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih 
jelas tentang perbedaaan partai politik dengan institusi politik 
lainnya, Surouf mengemukakan beberapa karakteristik yang 
membedakan partai politik dengan institusi politik lainya. Dalam 
menggambarkan karakteristik partai politik Surouf membagi 
kedalam lima hal, Antara lain; 
1) Komitment pada aktivitas dalam pemilu, adalah karakteristik 
yang paling membedakan partai potitik dengan institusi politik 
lainnya. Dimana diantara institusi-institusi politik lainnya, hanya 
partai politik yang berhak untuk ikut bersaing dalam pemilu dan 
mencalonkankan kandidatnya dalam pemilu; 
2) Mobilisasi Pendukung, Partai dalam menjalankan komitmennya 
untuk masuk dalam kontes pemilu, tergantung pada 
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kemampuannya untuk mempengaruhi dan memobilisasi massa 
pendukung. Semakin besar pendukung yang mampu mereka 
mobilisasi dalam pemilihan umum untuk memberikan suaranya, 
maka semakin besar pula kesempatan mereka dalam 
memenangkan pemilihan umum. 
3) Ketaatan pada jalur politik, karakteristik lain yang menonjol dari 
partai politik adaiah partai politik memberikan komitment secara 
penuh terhadap aktivitas politik. Mereka bekerja semata-mata 
hanya sebagai organisasi politik, semata-mata sebagai 
instrumen dari kegiatan politik. 
4) Daya tahan, partai politik juga ditandai dengan kemapuan 
mereka bertahan sebagai sebuah organisasi politik dan 
mempertahankan eksistensi mereka dalam sistem politik. Hal ini 
dimungkinkan karena organisasi partai politik sendiri diarahkan 
untuk menciptakan sebuah hubungan jangka panjang, dengan 
tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. Berbeda dengan 
pressure group atau kelompok kepentingan yang biasanya 
diarahkan untuk sebuah tujuan jangka pendek, 
5) Simbol politik, Partai politik beroperasi dibawah sebuah simbol 
yang menyatukan orang-orang dalam partai politik. Simbot ini 
biasanya dilambangkan dengan tanda gambar sebagai peserta 
pemilu. Keberadaan simbol dalam partai politik perannya tidak 
bisa diremehkan begitu saja, karena simbol inilah yang 
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membedakan partai politik dengan partai politik lainnya dalam 
pemilu (khususnya dalam kertas suara) dan merupakan objek 
loyalitas dari pendukung partai untuk menyalurkan 
dukungannya. Partai politik, juga sering disimbolkan lambang 
eksistensi dari sebuah kelompok masyarakat tertentu ataupun 
sebagai lambang kekuatan politik. Selain karakteristik partai 
politik yang membedakan dengan institusi lainnya, hal yang juga 
bisa dilihat untuk membedakan partai politik dengan institusi 
politik lainnya adalah dengan melihat fungsi yang dijalankan 
oleh partai politik dalam sistem politik.26 
d. Institusionalisasi Partai Politik 
 
Menurut Huntington, institusionalisasi partai politik adalah 
sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan 
value (nilai) dan stability (stabilitas) tertentu.27 Ketika partai politik 
telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai 
organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat 
stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah 
terlembagakan dengan baik. 
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Salah satu masalah serius yang dihadapi partai-partai di 
Indonesia saat ini adalah tidak adanya institusionalisasi dalam 
tubuh partai secara menyeluruh. Partai seakan-akan hanya 
menjalankan aktivitasnya menjelang pemilu. Setelah itu, 
masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan partai. Ketidakmampuan 
partai politik untuk mengimplementasikan segala peran dan 
fungsinya dalam realitas politik menjadi hal yang memperpanjang 
catatan buruk bagi partai politik itu sendiri. Intitusionalisasi partai 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat kelemahan-
kelemahan internal dan eksternal partai. Kemampuan eksternal dari 
partai pofitik yang belum berjalan fungsional secara baik, ditambah 
konflik internal organisasi yang semakin mengemuka sehingga 
menenggelamkan peran partai politik secara institusi. 
Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa setidak-tidaknya ada 
tiga kelemahan utama partai politik di Indonesia. Pertama, ideologi 
partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar 
mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik, yang 
diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu 
dengan partai yang lain. Kedua, secara internal, organisasi partai 
kurang dikelola secara demokratis, sehingga partai politik lebih 
sebagai organisasi pengurus yang bertikai dari pada organisme 
yang hidup sebagai organisasi anggota. Ketiga, secara eksternal 
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kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas terhadap 
publik.28 
Institusionalisasi partai politik menurut Guelermo O'Donnell, 
melibatkan dua aspek penting, yaitu value infusion (nilai 
pemasukan) dan behavioral routinization (rutinitas perilaku)29. 
Pertama, value infusion merupakan suatu proses dimana para 
anggota menggeser fokus dari tujuan-tujuan dan kepentingan 
individual yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar organisasi 
partai politik. Dari sini maka partai politik akan dapat 
mengembangkan legitimasi, penerimaan di masyarakat, dan 
tentunya mengakarnya partai politik (party rootedness). 
Kedua, behavioral routinization, hal ini terjadi kalau ada pola-
pola organisasi yang stabil, dimana aturan-aturan dan norma-
norma secara formal dan informal tertanam di dalam pola-pola 
aktivitas partai sehingga akan ada prediktabilitas dan reguritas 
perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari para anggota, pengurus 
partai politik, maupun masyarakat luas lainnya. Hal ini tentu tidak 
akan berlangsung mudah, karena selalu saja adaupaya-upaya 
pembajakan partai politik oleh segelintir elit maupun oligarki partai 
untuk kepentingan politik sempit mereka. Terkadang juga partai 
politik tidak mampu mengelola rutinitas perilaku ini karena 
terciptanya disfungsional faksionalisme (dysfunctional factionalism) 
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yang membuat partai politik sulit untuk menjadi aktor politik yang 
solid dan tunggal akibat pertarungan faksi-faksi yang tajam. 
Institusionalisasi partai politik menurut Vicky Randall dan 
Lars Svasan adalah: 
"... Proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam 
rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam 
mempolakan sikap atau budaya (the process by wich the party 
become established in terms of both integrated patterns on 
behaviour and of attitude and culture)". 
 
Proses institusionalisasi ini mengandung dua aspek yaitu aspek 
internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua 
aspek ini dipersilangkan maka akan melibatkan setidaknya 4 
dimensi penting,30 yaitu : 
1. Dimensi kesisteman dalam partai politik (systemnes) 
Yang dimaksudkan dengan kesisteman adalah proses 
pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian 
konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan 
mekanisrne yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART 
partai politik. Derajad kesisteman suatu partai bervariasi 
menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari 
atas, dari bawah, atau dari atas yangdisambut dari bawah; (b) 
siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang 
peminpin partai yang disegani ataukah pelaksanaan kedaulatan 
anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan 
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oleh organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang 
menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam 
partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana 
partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, 
yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan 
dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai 
(AD/ART).  
2. Dimensi identitas nilai partai politik (value infusion) 
Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai poilitik 
berdasarkan ideologi atau platform partai, basis sosial 
pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah 
perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Derajat 
identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) 
hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (popular 
bases), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi 
sebagai gerakan sosia! yang didukung oleh kelompok populis 
tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, 
komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, 
dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah 
hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat 
instrumentalis (anggota selalu mengharapkan tangible, 
resources berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat 
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ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai 
bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). 
3. Dimensi Otonomi partai politik (decisional autonomy) 
Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan 
keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar 
partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, 
pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, 
penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan 
massa (organisasi masyarakat): (a) apakah partai tergantung 
kepada aktor luar tersebut ataukah hubungan itu bersifat saling 
tergantung (interdependen), dan (b) apakah keputusan partai 
ditentukan oleh aktor luar ataukah hubungan itu berupa 
jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada partai. 
Indikator institusional partai politik dapat dt ukur dari 
kemandirian partai tersebut dalam membuat suatu keputusan, 
apabila keputusan partai politik itu tidak didikte pihak luar tetapi 
diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan aktor 
luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung partai itu. 
Suatu partai akan memiliki otonomi daiam pembuatan 





4. Dimensi pengetahuan publik terhadap partai politik 
(reification) 
Derajat pengetahuan publik tentang partai politik terkait 
dengan kemampuan sebuah partai politik untuk menanamkan 
suatu citra atau, brand name (merk) merujuk pada pertanyaan 
apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada 
imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah 
tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para 
individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan 
harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan 
keberadaan partai politik tersebut. Derajad pengetahuan publik 
ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai tersebut.  
Jika suatu partai politik bisa mengelola keempat dimensi 
tersebut dengan baik, maka dapat dikatakan partai politik tersebut 
mengalami institusionalisasi partai politik yang optimal, dengan 
hasilnya adalah tercipta stabilitas organisasi, efektivitas peran dan 
posisi politiknya, menguatnya basis konstituen dan penerimaan 
pemilih serta adanya dinamika internal yang mendorong soliditas 
partai politik. Selain beberapa indikator yang telah disebutkan di 
atas, institusionalisasi partai politik juga dipengaruhi oleh sifat dari 
peraturan partai (the nature of party law). Sebagai institusi, partai 
politik mengikuti aturan main yang telah di sepakati, menurut 
Miriam Budiardjo, institusi adalah organisasi yang tertata melalui 
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pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima 
sebagai standar.31 
Permasalahan umum dari sisi kelembagaan yang juga 
menjadi fokus dalam penelitian ini ialah kohesivitas dan manjemen 
konfiik. Sejarah kepartaiaan di Indonesia tidak pernah lepas dari 
konfiik, semenjak zaman pergerakan hingga era reformasi, partai-
partai potitik selaiu dilanda oleh konflik. Pada umumnya, konflik di 
dalam tubuh partai politik disebabkan oleh hal yang relatif tidak jauh 
berbeda antara satu partai dengan yang lain. Konflik muncul 
sebagai konsekuensi logis dari hukum pasar, kekuasaan yang 
sedikit diperebutkan oleh orang banyak. 
Di dalam partai yang memiliki institusionalisasi yang baik, 
kompetisi biasanya diatur di dalam mekanisme yang sudah 
terlembaga dan disahkan menjadi statuta partai ataupun Anggaran 
Dasar/ Anggaran Rumah Tangga. Dengan adanya aturan main 
yang terlembaga, siapapun yang memenangkan kompetisi akan 
mampu mendapatkan kekuasaan itu dengan elegan, tanpa 
memunculkan keberatan yang berarti dari pihak yang kalah, Konflik 
yang menjangkiti partai-partai politik ini terjadi karena tidak adanya 
tradisi berpartai di kalangan elit poliitik kita. Setiap perbedaan 
selaiu diakhiri dengan perpecahan tidak dengan konsensus. 
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Oleh karena itu, kader partai politik harus mengelola konflik 
internalnya dan penyelesaiannya melaiui mekanisme rumah tangga 
internal partai politik. Mekanisme penyelesaiaan konflik melaiui 
mekanisme internal akan membendung bentuk-bentuk intervensi 
dari iuar. Seiain itu, hal ini penting dilakukan dalam rangka untuk 
memberikan pendidikan politik kepada partai politik agar bisa 
mewujudkan tradisi mengelola konflik internalnya secara elegan 
dan dewasa serta menumbuhkan tradisi berpartai di kalangan elit-
elit potitik. 
C. Kerangka Pemikiran 
Di dalam melihat fenomena politik di Indonesia khususnya pada 
Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, peneliti menggunakan 
beberapa teori untuk menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah 
dari skripsi yang diajukan. Sesuai dengan beberapa teori dan konsep 
yang dijabarkan diatas, maka kiranya dapat menjelaskan banyak hal 
tentang analisa institusionalisasi DPW PAN SULSEL dalam 
memberikan dukungan kepada Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin 
Nu’mang tahun 2013. 
Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013, DPW 
PAN SULSEL kembali mengusung pasangan Syahrul Yasin Limpo - 
Agus Arifin Nu'mang. Sebelum pelaksanaan tahapan pemilihan 
Gubernur tahun 2013, terjadi polemik internal dalam tubuh DPW PAN 
SULSEL dimana terjadi polarisasi dukungan kader dalam memberikan 
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dukungan. Beberapa kader internal partai menginginkan PAN dapat 
mendukung pasangan llham Arif Sirajuddin - Aziz Qahar Muzakkar (IA) 
pada PILGUB SULSEL tahun 2013 yang notabenenya menjadi lawan 
pasangan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang. 
Pada rekomendasi final yang besifat legal formal, DPW PAN 
SULSEL melalui keputusan resmi DPP PAN tetap mengusung 
petahana incumbent Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang jilid 
II, legalitas melalui penyerahan resmi SK dukungan oleh Ashabul Kahfi 
didampingi oleh wakil ketua DPW, Doddy Amiruddin, Usman Lonta, 
Muchlis Panaungi kepada Syahrul Yasin Limpo dilaksanakan di hotel 
MGH pada tanggal 8 September 2012. Acara ini dihadiri oleh beberapa 
pengurus DPW PAN Sulawesi Selatan dan Ketua DPD PAN tingkat 
kabupaten/kota. 
Pasca rekomendasi dukungan ditetapkan, permasalahan yang 
terjadi dalam tubuh DPW PAN Sulsel tetap berlanjut dalam PILGUB 
SULSEL tahun 2013, dimana terjadi perbedaan pendapat di beberapa 
kader. Indikasinya adalah dengan lahirnya gerakan-gerakan segelintir 
elit PAN yang bertolak belakang dengan keputusan mendukungan 
pasangan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang. Polemik ini 
telah bermuara pada terjadinya dinamika internal partai yang 
menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kedaulatan institusi DPW 
PAN SULSEL secara kelembagaan. Dinamika ini sedikit banyak juga 
berimplikasi pada kondisi dilematis yang dihadapi oleh para kader 
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partai di level grassroot dalam memberikan dukungannya kemarin, 
karena di satu sisi mereka diikat dalam sebuah keputusan yang telah 
ditetapkan oleh partai, di sisi lain kemungkinan kader yang 
membelokkan arah dukungannya ke pasangan lain tidak dapat 
terhindarkan. Maka untuk menyikapi hal ini, PAN melakukan beberapa 
upaya untuk tetap memperkuat komando secara kelembagaan. 
Tahapan Pemilihan Gubernur Sulsel 2013 telah usai, dimana 
Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu’mang Jilid II berhasil tampil 
sebagai pemenang dengan perolehan 2.251.407 suara atau 52,42% 
dari 4.294.960 suara sah.32 Kemenangan paket Syahrul Yasin Limpo – 
Agus Arifin Nu’mang ini, sedikit banyak menjadi pertanda akan 
keberhasilan partai peserta koalisi, termasuk PAN dalam melakukan 
suksesi di PILGUB SULSEL tahun 2013. Di sisi lain, penulis melihat 
bahwa permasalahan yang dihadapi di internal DPW PAN SULSEL 
pada tahun 2013 ini menjadi perihal yang amat penting sebagai bahan 
analisis untuk ditelita terkait dengan proses intitusionalisasi partai 
poiitik. Maka selanjutnya penulis akan mengkaji dan membahas secara 
mendalam mengenai permasalahan tersebut melalui sebuah 
penelitian. 
Beberapa konsep, teori, dan pendekatan yang digunakan oleh 
penulis dalam penelitian ini adalah konsep partai politik, kemampuan 
organisasional partai politik, institusionalisasi partai politik, dan 
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pendekatan institusionalisme baru. Penggunaan beberapa konsep dan 
pendekatan tersebut merupakan hasil sementara dari analisis penulis 
untuk lebih memahami permasalahan yang dijadikan sebagai tema 
penelitian kali ini. Sehingga dalam menjelaskan dan menelaah 
nantinya, kesemuanya akan berkaitan satu sama lain dan akan 
dijelaskan lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya. 














Rekomendasi Dukungan kepada 
Pasangan SYAHRUL YASIN 
LIMPO - AGUS ARIFIN NU’MANG 








A. Tipe dan Dasar Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif untuk mencari, menggambarkan, dan menganalisa 
objek penelitian dengan interpretasi yang tepat. Data yang 
dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut 
berasal daril naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 
catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan dari penelitian 
kualitatif ini adatah ingin menggambarkan realita empirik di balik 
fenomena secara mendalam, terperinci, akurat dan tuntas. 
Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Dalarn 
penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan 
dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh 
pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.33     
Penelitian yang besifat deskriptif dimaksudkan untuk  
menggambarkan secara  tepat tentang objek yang diangkat pada 
penelitian ini yakni, institusionalisasi partai politik terkait dengan 
dinamika internal yang terjadi dalam DPW PAN Sulawesi Selatan.  
Sedangkan dasar penetitian yang digunakan adalah metode 
studi kasus (case study), metode ini bertujuan untuk menggambarkan 
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sifat dari sebuah peristiwa atau fenomena yang tengah berlangsung 
pada saat studi, selain itu metode ini juga berguna untuk memberikan 
batasan yang lebih terperinci terhadap kasus yang akan diteliti,34 
dalam hal ini untuk memahami proses organisasional dan manajerial 
DPW PAN Sulawesi Selatan dalam mendukung pasangan Syahrul 
Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang  pada Pemilihan Gubernur tahun 
2013 kaitannya dengan institusionalisasi partai politik. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian      
Lokasi yang  dijadikan sebagai setting penelitian ialah DPW  
PAN yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti 
menjadikan hal tersebut adalah sebagaimana yang telah dijelaskan 
oleh penulis pada bab sebelumnya, yakni terjadinya polemik internal 
pada internal DPW PAN Sulawesi Selatan. Secara tidak langsung hal 
ini menyebabkan efek makro pada proses demokratisasi di internal 
partai yang berjalan lambat. 
Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti menjadikan kasus 
pada DPW PAN Sulawesi Selatan sebagai objek lokasi dalam 
melaksanakan penelitian ini untuk menganalisa fenomena tersebut 
secara lebih mendalam dan komprehensif. Rentan waktu yang 
digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini selama 
bulan Agustus hingga Oktober 2013. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut 
penulis sesuai dengan  objek  penelitian  dan  memberikan  gambaran 
tentang objek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu:  
a. Data Primer 
Menurut S, Nasution data primer adalah data yang dapat 
diperoleh lansung dari lapangan atau tempat penelitian, 
sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata, 
persepsi, dan hasil pemikiran merupakan sumber data yang 
diperoleh dari lapangan melalui proses wawancarai. Peneliti 
menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung 
tentang tema yang terkait. Untuk mendapatkan data dan 
informasi, penulis melakukan wawancara (komunikasi langsung) 
secara mendalam dengan para informan. Beberapa yang 
dijadikan informan adalah pengurus inti dari DPW PAN Sulawesi 
Selatan, diantaranya Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan 
fungsionaris DPW PAN Sulawesi Selatan serta beberapa 
pengurus DPD PAN tingkat Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. 
Selain itu, peneliti juga mewawancarai informan-informan lain di 
luar struktur DPW PAN Sulsel yang terkait dalam penelitian ini. 
Beberapa fungsionaris DPW PAN Sulawesi Selatan yang berhasil 
diwawancarai  diantaranya adalah : 
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1. Drs. H. Ashabul Kahfi M.Ag (Ketua DPW PAN Sulsel); 
2. Ir. H. Doddy Amiruddin (Ketua Bappilu DPW PAN Sulsel); 
3. Syarifuddin Dg. Emba (Kepala Sekretariat DPW PAN Sulsel); 
4. Ir.H. Buhari Kahar Mudzakkar MM (Sekjend DPW PAN Sulsel); 
5. Ilham Rufirio Hadi Djamal (Ketua Barisan Muda Penegak 
Amanat Nasional (BM PAN) Sulsel). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data-data yang didapat dari studi 
kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta 
informasi tertulis dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri 
dari majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil 
studi, hasil penelitian (survey) yang berkenaan dengan masalah 
yang diteliti. Selain itu, terdapat situs-situs atau website yang 
diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder 
dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi dan 
memperkuat kedalaman penelitian ini. Beberapa diantaranya yang 
digunakan oleh penulis adalah AD/ART PAN, Media Fajar, Tribun 
Timur, BeritaKota, IPI Online, dan lain-lain. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian di samping menggunakan metode yang tepat, juga 
perlu memilih   teknik   dan   alat   pengumpulan   data   yang   
relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 




Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua, 
orang atau lebih dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 
oleh kedua belah pihak, yaitu pewancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) yang 
memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk 
menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut dilakukan 
secara individu oleh penulis dengan saling berhadap-hadapan, 
sehingga didapat data informan yang orientik. 
Pada penelitian ini wawancara diiakukan dengan 
menggunakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara 
dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview 
dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta 
mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan 
urutan pertanyaan, bahkan tidak terbentuk pertanyaan yang 
eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan 
interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga 
menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek relevan 
tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman 
demikian, interviewer dapat memikirkan bagaimana pertanyaan 
tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, 
sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat 
wawancara berlangsung. Penulis melakukan wawancara secara 
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mendalam dengan informan yang terpilih dan orang-orang yang 
dianggap mengetahui dan memahami maksud penelitian ini. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti 
barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan 
data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode 
dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa cacatan buku, surat kabar (koran), transkrip, 
majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.35 Teknik 
atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 
peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 
pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum (konstitusi) dan lain-
lain berhubungan dengan masalah penelitian. 
E. Teknik Analisis Data 
Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data 
yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan 
yang diteliti. Analisa data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 
dasar.36 Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan 
dengan beberapa teknik pengumpulan data sebelumnya, selanjutnya 
diolah dan dianalisa cara kualitatif.  Analisa ini bertujuan agar temuan-
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 Burhan Bungi, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan 
Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 
2003, him. 76 
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 Prof. Dr. Robert K. Yin, op. cit., hal. 134-135 
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temuan dari kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat di kaji 
secara mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara 
lebih terperinci. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini terjawab dengan maksimal. Proses analisis data 
dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses  pengumpulan data  
berlangsung. Dalam menganalisa penelitian kualitatif, terdapat 
beberapa tahapan-tahapan yang telah dilakukan, diantaranya : 
a. Reduksi Data 
Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai 
dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk 
anaiisis yang menggolongkan, mengarahkan, mempertegas, 
membuat fokus, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan data-data yang telah direduksi sehingga 
kesimpulan akhir dapat dilakukan serta memberikan gambaran 
yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.  Adapun perolehan 
data mengenai hal-hal yang tidak relevan dengan penelitian, tidak 
dimasukkan dalam penyajian hasil, namun tetap disimpan untuk 
masa yang akan datang jika diperlukan. 
b. Pengorganisasian dan Kategorisasi Data 
Pada tahap ini dibutuhkan pengertiaan yang mendalam 
terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap 
hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan 
kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun 
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sebuah kerangka awal anaiisis sebagai acuan dan pedoman dalam 
mekukan cording. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali 
membaca transkip wawancara dan melakukan cording, melakukan 
pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data 
yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian 
dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis 
yang telah dibuat. 
Pada penelitian ini, Penulis menganalisis hasil wawancara 
berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh 
responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti 
dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema 
penting serta kata kuncinya. Kemudian, peneliti berusaha 
menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang 
dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya 
dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar 
fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa 
yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 
Penampilan atau display data yang baik dan jelas alur pikirnya 
merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis 
kualitatif yang valid dan handal oleh penulis. 
c. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data 
Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti 
menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam 
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penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui 
analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah 
dijabarkan dalam bab II, sehingga menemukan kesamaan antara 
landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini 
tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori yang 
digunakan, dibuatlah asumsi-asumsi mengenai hubungan antara 
konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada. 
d. Membuat Kesimpulan 
Kesimpulan merupakan ujung terakhir dari proses penelitian 
ini. Kesimpulan ini berbentuk deskriptif kualitatif, yang merupakan 
kristalisasi dan konseptualisasi dari temuan di lapangan. Dalam 
penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang 
didapat, yaitu penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan 
wawancara mendalam  dengan subjek dan pihak-pihak yang terkait 
(significant other) dengan penelitian. 
Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan 
significant other, dibaca berulang kali sehingga penulis dapat 
mengerti benar permasalahanya, kemudian dianalisis, sehingga 
didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. 
Selanjutnya diiakukan interprestasi secara keseluruhan, dimana di 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum 
lokasi penelitian mengenai “Institusionalisasi Partai Politik (Studi tentang 
Rekomendasi dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin 
Limpo-Agus Arifin Nu’mang Tahun 2013”. Penelitian ini akan berlangsung 
pada sekretariat DPW PAN Sulawesi Selatan yang beralamat di jalan 
Sultan Alauddin no. 259 D, Makassar. 
A. Gambaran Umum Partai Amanat Nasional (PAN) 
Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis 
Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era 
pemerintahan Soeharto, PPSK Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet.  
PAN dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh 
nasional, di antaranya mantan Ketua umum Muhammadiyah Prof. Dr. 
H. Amien Rais, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, 
Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal 
Basri, M.A., A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya. 
Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5–6 Agustus 1998 di Bogor, 
mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang 
kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).37 
PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan 
rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai 
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 http://PAN/Partai Amanat Nasional - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebas.mht, terakhir diakses pada 8 oktober 2013 
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berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. 
Selebihnya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. 
Untuk terwujudnya Indonesia Baru, PAN pernah melontarkan gagasan 
wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman 
disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola 
sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar 
merasakan sebagai warga bangsa. 
Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di 
Indonesia yang lahir dari rahim reformasi. Dasar partai ini adalah 
pancasila, sedangkan asasnya adalah Akhlak Politik Berlandaskan 
Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam. 38  PAN didirikan 
pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM 
No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. PAN menyebut dirinya 
sebagai partai terbuka, namun tak urung sebagian publik menyebutnya 
sebagai partainya orang Muhammadiyah. Hal ini tak terlepas dari sosok 
pendiri partai yang sekaligus mantan ketua umum partai,  Amien Rais 
yang pernah memimpin ormas Muhammadiyah dan menjadi Ketua 
Majelis Pertimbangan PAN saat ini. 
Pada Pemilu 2004, PAN mencalonkan pasangan Amien Rais 
dan Siswono Yudo Husodo sebagai calon presiden dan wakil presiden 
untuk dipilih secara langsung. Pasangan ini meraih hampir 15% suara 
nasional. Meski pada akhirnya, PAN gagal mengantarkan Amien Rais 
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menjadi presiden pada pilpres 2004. PAN dalam Pemilu 1999 ternyata 
gagal menjadi yang pertama, partai ini hanya masuk 5 besar dengan 
meraup 7 persen suara. Persentase ini dalam Pemilu 2004 makin 
menurun menjadi 6,4 persen meski perolehan kursi DPR 
meningkat.Tampuk kepemimpinan PAN kemudian berpindah ke tangan 
Soetrisno Bachir, seorang pengusaha asal Pekalongan. Pada masa 
awal tahun 2008, Soetrisno sempat mengagetkan ketika mendominasi 
kampanye pencitraan dirinya di layar-layar televisi Indonesia. Pada 11 
Desember 2011, partai berlambang matahari ini dalam Rapat Kerja 
Nasional PAN 2011 di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum 
PAN Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014. 
a. Profil Partai Amanat Nasional (PAN) 
Ketua    : Hatta Rajasa 
Sekretaris Jendral  : Taufik Kurniawan 
Didirikan   : 23 Agustus 1998 
Kantor Pusat   : Jakarta Selatan, DKI Jakarta 
Ideologi    : Pancasila 
Kursi di DPR RI  : 43/ 560 kursi 
Situs                 : http://www.partaiamanatnasional.com/    atau   
http://www.pan.or.id/. 39  
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PAN merupakan sebuah partai reformis yang sangat 
menjunjung tinggi etika politik dan prinsip pluralitas. Kehadirannya di 
tengah arus demokrasi mampu membawa kekuatan politik tersendiri 
dalam kancah politik nasional di Indonesia. Identitas Nasional-
Religius yang melekat pada partai ini mampu dijadikan sebagai 
landasan utama dalam menjalankan aktivitas kepartaian. Adapun visi 
dari partai ini adalah : 
“Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam 
mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, 
pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia 
yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Esa.”40 
PAN bertujuan mewujudkan Indonesia Baru yang menjunjung 
tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan taqwa, kedaulatan rakyat, 
keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah 
Negara Republik Indonesia. Beberapa misi partai ini adalah : 
1. Mewujudkan kader yang berkualitas.  
2. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat  
3. Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan 
sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang 
luhur.  
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4. Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, 
mandiri dan bermartabat.  
5. Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta 
mencerdaskan kehidupan bangsa.  
6. Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, 
bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.41 
Sebagai sebuah organisasi politik, PAN memiliki kesatuan 
struktur yang bekerja pada ruang lingkup tertentu di Indonesia. 
Struktur kepemimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) terdiri dari: 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 
Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 
Dewan Pimpinan Ranting (DPRt), Kepengurusan Rayon dan 
Subrayon, dan Kordinatoriat Luar Negeri (KLN). Setiap pimpinan 
partai di setiap tingkatan wajib menjalankan kepemimpinan yang 
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Arti Lambang sebagai berikut : 
1. Folosofi Lambang 
Matahari putih bersinar cerah dilatarbelakangi bujur sangkar 
warna biru dengan tulisan PAN dibawahnya, merupakan 
simbolisasi bahwa Partai Amanat Nasional membawa suatu 
pencerahan baru menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. 
2. Makna Lambang 
Gambar matahari yang bersinar terang : Matahari 
merupakan sumber cahaya, sumber kehidupan. Warna putih 
adalah ekspresi dari kebenaran, keadilan dan semangat baru. 
Sinar terang yang memancarkan adalah refleksi dari 
kemajemukan. Bujur sangkar warna biru tua merupakan cerminan 
laut dan langit yang merefleksikan kemerdekaan atau 
demokrasi.42 
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B. Gambaran Umum DPW PAN Sulawesi Selatan 
Secara organisatoris, DPW PAN Sulawesi Selatan merupakan 
kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di 
tingkat provinsi Sulawesi Selatan. DPW PAN Sulawesi Selatan memiliki 
fungsi untuk melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat provinsi terkait 
konsolidasi, kordinasi, dan optimalisasi kegiatan partai dalam 
menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. 
Sekretariat DPW PAN Sulawesi Selatan yang notabenenya merupakan 
lokasi penelitian dari penulis beralamat di Jalan Sultan Alauddin no. 259 
D, Makassar. 
Dalam  menjalankan aktifitas partai, DPW PAN Sulawesi Selatan 
sebagai representasi pimpinan eksekutif tertinggi di tingkat provinsi 
Sulawesi Selatan memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab 
sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Anggaran Dasar/ 
Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional.43 DPW PAN 
Sulawesi Selatan menaungi sedikitnya 24 DPD Kabupaten/Kota se 
Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat beberapa organisasi otonom 
bentukan Partai Amanat Nasional (Organisasi Sayap) yang hadir 
ditingkatan Wilayah Sulawesi Selatan guna menunjang aktivitas partai, 
diantaranya adalah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM 
PAN), Perempuan Amanat Nasioanal (PUAN), Himpunan Profesi 
Angkutan Partai Amanat Nasional (HIMPAN), Gerakan Muda Nasional 
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  Pasal 15, Ayat 3, BAB III Pengorganisasian, Anggaran Rumah Tangga PAN. 
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(GMN), Penegak Amanat Reformasi Rakyat (PARRA), dan Matahari 
Nusantara (MATARA).  
PAN memiliki kekuatan politik yang cukup diperhitungkan di 
Sulawesi Selatan, hal ini terbukti dari keberhasilan PAN menjadi peraih 
suara terbanyak ketiga pada PEMILU tahun 2009 di Sulsel. Di DPRD 
Provinsi Sulawesi Selatan sendiri PAN berhasil menempatkan 7 kursi 
hasil dari PEMILU Legislatif Tahun 2009, mereka  adalah : 
1. Drs. H. Ashabul Kahfi M.Ag  
2. Ir. H. Buhari Kahar Mudzakkar, MM  
3. Ir. H. Doddy Amiruddin M.H 
4. Usman Lonta 
5. Muchlis Panaungi 
6. Andi Ilham Burhanuddin 
7. Djamaluddin Djafar 
a. Struktur Pengurus DPW PAN Sulawesi Selatan 
Saat ini, terdapat kurang lebih 144 orang yang bernaung dalam 
struktur kepengurusan DPW PAN Sulawesi Selatan pada periode 
2010-2015. Beberapa anggota susunan Pengurus DPW PAN 
Sulawesi Selatan Periode 2010-2015 adalah sebagai berikut:44 
I. Majelis Penasehat Partai Wilayah (MPPW) 
Ketua    : Muchlis Panaungi 
Wakil Ketus  : HM. Hatta Rahman 
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Wakil Ketua  : Ridwan Jhoni Silamma 
Sekretaris  : Tajuddin Rahman 
Wakil Sekretaris : Chaeruddin Hakim 
Wakil Sekretaris : Kahar Kantao 
Anggota   : H. Baharuddin Abidin 
     Sahmi Muawan Djamal 
Syamsir Torang 
Kaharuddin Moha 
H. Andi Rasyid Pananrangi 
Saleh Molla 
Syahrir Thoha 
Abdul Haris Muhammad 
Muhammad Hamka 
H. Muslimin Bando 
Syukri Pasangki 
 
II. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) 
1. Ketua   : Ashabul Kahfi 
 Wakil Ketua  : H. Doddy Amiruddin 
 Wakil Ketua  : H.M Yusran Paris 
 Wakil Ketua  : Usman Lonta 
 Wakil Ketua  : H. Muhammad Ramli Haba 
 Wakil Ketua  : H. Abustan 
 Wakil Ketua  : H. A. Jamaluddin Djafar 
 Wakil Ketua  : H. Andi Ilham Burhanuddin 
 Wakil Ketua  : Nurlinda Asiz 
 Wakil Ketua  : Andi Ali Syafrullah 
 Wakil Ketua  : Ahmad AC 
 Wakil Ketua  : H. Khaerumi Hamzah Tuppu 
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 Wakil Ketua  : Andi Darwis Duddu 
 Wakil Ketua  : Ahmad Ridha 
2. Sekretaris  : H. Buhari Kahar Mudzakkar 
Wakil Sekretaris : Arwin HR 
 Wakil Sekretaris : Tajuddin Nur 
Wakil Sekretaris : P. Zamhari Shar 
Wakil Sekretaris : Wahriadi 
Wakil Sekretaris : Mustamin Nand a 
Wakil Sekretaris : H.M. Jamil Misbah 
Wakil Sekretaris : Ismail Djafar 
Wakil Sekretaris : Irianto Sulaiman 
Wakil Sekretaris : Ahdar Sinelele 
Wakil Sekretaris : H. Abdul Kadir 
Wakil Sekretaris : H. Taufik Syafei 
Wakil Sekretaris : Dien Triwaty 
Wakil Sekretaris : Muhammad Basalamah 
3. Bendahara  : Adjid Sirajud 
Wakil Bendahara : Heng Pao Tek 
Wakil Bendahara : Munandar Barata 
Wakil Bendahara : Uhte Usman Saputra 
Wakil Bendahara : Ahmad Zaenal 
Wakil Bendahara : Raden Kartika 
Wakil Bendahara : Asnawin Amiruddin 
Wakil Bendahara : Syamsul Bahri 
Wakil Bendahara : Sangkala Sadikun 
Wakil Bendahara : Andi Hatijah 
Wakil Bendahara : Hasnawaty Salahuddin 
 Wakil Bendahara : Chaerul Abdullah 
Wakil Bendahara : Yaming Tallesang 
Wakil Bendahara : Andi Patompoi 
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Wakil Bendahara : Fajriwaty Baso Roem 
III. Pusat-Pusat 
1. Pusat Pembinaan dan Kordinasi Pemenangan Pemilu 
Wilayah 
Ketua   : Doddy Amiruddin 
Sekretaris  : Muhtar Badawing 
Bendahara  : Heng Pao Tek 
2. Pusat Kordinasi Organisasi Otonom dan Kerjasama 
Antar Lembaga 
Ketua   : Muhammad Ramli Haba 
Sekretaris  : Irianto Sulaiman 
Bendahara  : Asnawin Amiruddin 
3. Pusat Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Ketua   : Abustan 
Sekretaris  : Abdul Kadir 
Bendahara  : Syamsul Bahri 
4. Pusat Ekonomi, Koperasi, dan Jaringan Usaha  
Ketua   : Ilham Burhanuddin 
Sekretaris  : Ahmad Passima 
Bendahara  : Hasnawaty Salahuddin 
5. Pusat Pengkaderan dan Rekrutmen Anggota 
Ketua   : Usman Lonta 
Sekretaris  : Syamsul Qamar 
Bendahara  : Wilson Abdullah 
6. Pusat Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan 
Ketua   : Yusran Paris 
Sekretaris  : Abdullah Rahim 
Bendahara  : Munandar Barata 
7. Pusat Buruh, Tani dan Nelayan 
Ketua   : Jamaluddin Jafar 
59 
 
Sekretaris  : Taufiq Syafei 
Bendahara  : Sapriadi 
8. Pusat Sistem Informasi dan Komunikasi Politik 
Ketua   : Halim Kamaruddin 
Sekretaris  : Munajat Ekadarma 
Bendahara  : Husti 
9. Pusat Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak 
Ketua   : Nurlinda Asiz 
Sekretaris  : A. Haerati 
Bendahara  : Herlina Arifin 
10. Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Ketua   : Muhammad Irfan AB 
Sekretaris  : Wahriadi 
Bendahara  : Uthe Usman Saputra 
11. Pusat Kebijakan Publik 
Ketua   : Syamsir Torang 
Sekretaris  : Muhammad Irdan AB 
Bendahara  : Muhammad Rusdi 
12. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah I 
Ketua   : Ahmad AC 
Sekretaris  : HM. Jamil Misbah 
Bendahara  : Arman Jaya 
13. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah II 
Ketua   : H. Nurdaeni Wahab 
Sekretaris  : Suwaty Kahar Muang 
Bendahara  : Nuraeni Ahmad 
14. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah III 
Ketua   : H. Harumi Hamzah Tuppu 
Sekretaris  : Syahruddin Ibrahim Tulle 
Bendahara  : Syahrawati 
15. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah IV 
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Ketua   : Andi Darwis Duddu 
Sekretaris  : Imran Amin 
Bendahara  : A. Dahlan 
16. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah V 
Ketua   : Mukhtar Badewing 
Sekretaris  : Muhammad Hatta 
Bendahara  : H. Ilyas 
17. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah VI 
Ketua   : Zaenal Dalle 
Sekretaris  : Nurhaedah Ramli 
Bendahara  : Ola Hikmah 
18. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah VII 
Ketua   : Yasser latif 
Sekretaris  : A. Firdaus Jollong 
Bendahara  : Bakri Salempang 
19. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah VIII 
Ketua   : Muhammad Mathori 
Sekretaris  : A. Wahyu Taqwa 
Bendahara  : A. Hatijah 
20. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah IX 
Ketua   : Andi Ochi Ilham 
Sekretaris  : Syahrul Kube Dauda 
Bendahara  : Abdul Haris Amin 
21. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah X 
Ketua   : Jamaluddin Bijang 
Sekretaris  : Mahyuddin 
Bendahara  : Kasman Nuri 
22. Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah XI 
Ketua   : Jamaluddin Nawir 
Sekretaris  : Udin Maqbul 




PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Dinamika DPW PAN SULSEL pasca Rekomendasi dukungan kepada 
Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang pada Pemilihan 
Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013. 
Partai politik mempunyai posisi dan peranan (role) yang sangat 
penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung 
yang sangat strategis antara proses-proses pemerintah dengan warga 
negara. Bahkan banyak yang bependapat bahwa partai politiklah yang 
sebetulnya yang menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan oleh 
Schattscheider (1942) “Political parties created democracy” . karena itu, 
partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat 
institusionalisasinya dalam setiap sistem politik yang demokratis. 
Ketidakmampuan partai politik dalam menjalankan peran dan 
fungsinya dalam realitas politik secara optimal menjadi salah satu 
masalah serius yang dihadapi oleh partai-partai di Indonesia. Selain itu, 
konflik internal organisasi yang semakin mengemuka juga ikut menambah 
catatan buruk dari partai politik itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh 
Ramlan Surbakti,  organisasi partai kurang dikelola secara demokratis, 
sehingga kecenderungan partai politik lebih sebagai organisasi pengurus 
yang bertikai dari pada organisasi yang hidup sebagai organisasi 
anggota.45   
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 Ramlan Surbakti, log. cit.   
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Salah satu fungsi partai politik adalah agregasi kepentingan. 
Namun dalam konteks partai politik di Indonesia, fungsi ini kurang mampu 
dilakukan dan dijalankan secara optimal oleh hampir semua partai politik, 
termasuk pada tingkatan DPW PAN Sulawesi Selatan. Dikatakan 
demikian karena hampir semua partai politik, baik pada tingakatan pusat 
maupun tingkatan daerah, tidak pernah terlepas dari polemik internal yang 
turut serta mewarnai dinamika perjalanan partai tersebut. 
Oleh karena itu, salah satu hal mutlak yang perlu dilakukan oleh 
partai politik dewasa ini adalah memperkuat derajat institusionalisasi 
partai politik secara menyeluruh pada semua tingkatan, termasuk pada 
tingkatan DPW PAN Sulawesi Selatan. Menurut Samuel Huntington, 
Institusionalisasi partai adalah sebuah proses pengorganisasian dan 
prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu. Institusionalisasi 
atau institusionalisasi partai mengacu pada proses stabilitas dan nilai 
tertentu dalam partai, berarti mengarah pada pelaksanaan fungsi dan 
tujuan partai tersebut yang disinkronisasikan dengan mekanisme dan 
prosedur pelaksanaan partai politik. 
Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan sebuah partai politik 
yang cukup konsisten melaksanakan hal itu. Partai yang lahir di era 
reformasi ini terus melakukan pemantapan hingga saat ini. PAN telah 
tumbuh menjadi sebuah partai dengan kekuatan yang cukup besar, 
terbukti dengan keberhasilannya memperoleh dukungan suara terbesar 
ketiga pada Pemilu 2009 di Provinsi Sulawesi Selatan, dibawah partai 
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Golkar dan Partai Demokrat. Tetapi disisi lain, hal ini pulalah yang 
menjadikan PAN di usianya yang cukup dewasa kerap dihinggapi 
berbagai permasalahan dalam menjalankan aktivitas kepartaian.  
Rekomendasi dukungan PAN yang mengarah kepada pasangan 
Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang pada PILGUB SULSEL tahun 
2013 disikapi berbeda oleh segelintir elit PAN. Beberapa elit dan elemen 
PAN menunjukkan sikap yang bertentangan dengan keputusan partai, 
bahkan diantara elemen internal partai malah memperlihatkan sikap 
antitesa dengan mengarahkan dukungan ke pasangan Ilham-Aziz (IA) 
yang notabebenya menjadi lawan politik dari Syahrul Yasin Limpo – Agus 
Arifin Nu’mang. Maka dari itu, pada bab ini penulis ingin menganalisa 
dinamika internal DPW PAN Sulawesi Selatan kaitannya dengan 
rekomendasi dukungan partai kepada pasangan Syahrul Yasin Limpo dan 
Agus Arifin Nu’mang pada Pemilihan Gubernur SULSEL Tahun 2013. 
Analisa ini akan menggunakan perspektif Vicky Randall dan Lars Svasan 
yang mengemukakan beberapa dimensi dalam konteks proses 
institusionalisasi partai politik, yakni : 
a. Dimensi Kesisteman 
Dimensi Kesisteman dalam institusionalisasi partai politik 
mengarah pada proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, 
termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan-aturan, 
persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan 
dalam AD/ART partai politik. Pada pendekatan institusionalisme baru, 
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partai politik lebih dilihat sebagai sebuah aturan organisasi (AD/ART), 
dimana partai politik untuk menjalankan fungsinya, juga dalam 
penyelesaian masalah di tubuh organisasi tersebut perlu mendapat 
penyesuaian dari aturan-aturan yang telah disepakati.  
Partai politik memiliki peranan vital dalam sistem demokrasi yakni 
sebagai penunjang proses demokratisasi dalam sebuah negara, 
sehingga proses demokratis harus terlebih dahulu tercermin dari 
internal partai politik tersebut. Berbagai macam partai politik yang hadir 
tentunya memiliki identitas yang berbeda-beda baik itu dari segi 
paltform, komposisi, tujuan, peran, hingga cita-cita. Hal inilah yang 
kemudian menjadi landasan pembeda antara partai yang satu dengan 
partai yang lainnya yang turut terejawantahkan ke dalam aktivitas 
organisasi partai. PAN sebagai organisasi partai politik juga mutlak 
memiliki hal itu. 
PAN menjadi sebuah partai nasionalis dengan basis massa islam 
yang cukup besar di Indonesia, identitas PAN juga telah jelas tersirat 
dalam logo dan lambang partai seperti yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya. Diungkapkan oleh Trubus Rahardiansyah (2010) bahwa 
partai politik yang terorganisasi secara rapi dan stabil perlu dimotivasi 
dan dipersatukan oleh ideologi tertentu agar nantinya mampu untuk 
berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam 
pemerintahan. Ketika menjalankan aktivitas kepartaian, sebuah partai 
berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan rakyat diatas segala-
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galanya dengan berlandaskan pada identitas yang dimiliki berupa 
platform atau nilai perjuangan partai. 
DPW PAN Sulsel berperan untuk menghadirkan ruang aspirasi 
bagi masyarakat, terkhusus masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam 
perjalanan aktivitasnya, DPW PAN Sulsel dituntut untuk selalu 
mengedapankan norma atau aturan yang ada didalam partai. Pola ini 
dilakukan agar tetap mampu memberikan komitmen secara penuh 
terhadap aktivitas politiknya dan konstituennya dalam upaya 
memaksimalkan peran dan fungsi partai politik, termasuk dalam 
mengimplementasikan fungsi dukungan kepada pasangan Syahrul 
Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang di PILGUB SULSEL tahun 2013. 
Dari segi kesisteman, DPW PAN Sulawesi Selatan tetap berupaya 
untuk mengedapankan prosedur yang telah disepakati dalam meyikapi 
setiap dinamika yang dihadapi. Pola dan konsistensi sikap dalam 
mengawal rekomendasi dukungan yang diberikan kepada pasangan 
Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang di PILGUB SULSEL tahun 
2013 merupakan perihal yang wajib dilakukan guna menghadirkan 
stabilitas internal partai. Komitemen dukungan  yang diberikan oleh 
PAN pada tahun 2013 merupakan tindak lanjut dari bangunan 
kerjasama koalisi yang  telah terbentuk sejak tahun 2007. Diungkapkan 
oleh Drs. Ashabul Kahfi M.Ag : 
“…….Dukungan PAN ke Syahrul dibangun atas prinsip koalisi 
kerakyatan, jadi selama Syahrul masih berpihak kepada 
kepentingan rakyat maka PAN akan selalu mendukungnya.  
Inilah bentuk kontrak politik antara PAN dan pak Syahrul. Hal 
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itu telah dibuktikan selama kurang lebih 5 tahun 
kepemimpinannya di Sulawesi Selatan mampu membawa 
segudang prestasi dan melahirkan akselerasi pembangunan 
yang tidak diragukan lagi. PAN itu mendukung selalu ada 
pertimbangan yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan, 
jadi pendekatan yang kami lakukan itu adalah pendekatan 
kompetensi bukan pada pendekatan kepentingan orang per 
orang, apalagi kelompok tertentu.” 46 
 
Sebagai mitra koalisi yang telah terbangun sejak PILGUB tahun 
2007, PAN kemudian kembali memiliki tanggungjawab untuk 
mensosialisasikan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang dalam 
Pemilihan Gubernur 2013. Terdapat beberapa alasan yang menjadi 
pertimbangan PAN dalam merumuskan rekomendasi dukungan 
tersebut seperti yang dikutip diatas, diantaranya adalah kepemimpinan 
Syahrul Yasin Limpo telah dianggap berhasil dalam melakukan 
pembangunan di Sulawesi Selatan. Selain itu, pertimbangan untuk 
tetap menjaga soliditas internal dalam mengawal aspirasi juga menjadi 
alasan tersendiri bagi DPW PAN SULSEL.47 
Beberapa kepentingan inilah yang coba diakomodasi oleh 
kehadiran PAN sebagai partai pendukung dalam koalisi Syahrul Yasin 
Limpo – Agus Arifin Nu’mang tahun 2013.  Senada dengan yang 
diungkapkan oleh Sigmund Neuman bahwa karakteristik dari partai 
politik sebagai institusi yang mengandung lebih dari satu kepentingan 
tunggal dan pada tingkat tertentu berusaha mengumpulkan 
kepentingan. Dukungan yang diarahkan oleh PAN kepada pasangan 
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 Wawancara langsung dengan Drs.H. Ashabul Kahfi, Ketua DPW PAN Sulsel di Kantor 
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 17 Juli 2013. 
47
 Wawancara langsung dengan Ir. Doddy Amiruddin S.H, M.H, Ketua Bappilu PAN 
Sulsel di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 17 Juli 2013. 
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Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang merupakan bentuk 
kerjasama yang dibangun atas dasar kepentingan institusi. disamping 
juga sebagai wujud peranan PAN dalam mengagregasi kepentingan 
sekelompok orang di internal partai.  
Dinamika internal dalam tubuh DPW PAN Sulsel pasca 
rekomendasi ini dikeluarkan adalah berupa perbedaan pendapat yang 
terjadi pada segelintir anggota PAN dalam menyikapi keputusan 
tersebut. Hal ini menyebabkan proses kesisteman untuk menciptakan 
kesatuan gerak organisasi dalam tubuh partai menjadi sedikit 
terganggu karena beberapa elemen partai mengindahkan keputusan 
tersebut. Hal ini terlihat dimana sebelumnya, pada tanggal 13 Agustus 
2012, BM PAN sebagai sebuah organisasi otonom bentukan PAN telah 
resmi mendukung pasangan Ilham-Aziz (IA), hal ini seperti diungkapkan 
oleh Ilham Rifurio Hadi Djamal selaku Ketua DPW BM PAN Sulawesi 
Selatan: 
“Awalnya Keputusan resmi yang telah diambil oleh DPW 
Barisan Muda (BM) PAN Sulsel adalah turut serta dalam 
mendukung pasangan IA di PILGUB SULSEL tahun 2013. 
pertimbangan rasionalnya adalah kami ingin Ketua Umum DPP 
PAN, Hatta Radjasa menjadi Capres. Karena itu, tidak mungkin 
kita berkoalisi dengan partai Golkar yang sudah menyatakan 
Aburizal Bakrie sebagai Capresnya. Kemarin, setelah 
keputusan itu di tetapkan di Jakarta, kami langsung 
menyerahkannya kepada Pak Ilham di rumah Jabatan Walikota 
Makassar dengan beberapa pengurus BM PAN lainnya. 
Keputusan yang ditetapkan oleh BM PAN lebih dahulu keluar 
sebelum sikap resmi DPW PAN Sulsel mendukung Pak 
Syahrul.” 48 
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Dari pernyataan diatas penulis menangkap bahwa motif yang 
dimiliki oleh BM PAN berbeda dengan motif dukungan resmi oleh DPW 
PAN Sulsel, dimana organisasi otonom bentukan PAN ini menghendaki 
agar koalisi yang terbangun di tingkatan DPW PAN Sulawesi Selatan 
dapat mendukungan pasangan Ilham – Aziz (IA) karena hal ini 
dianggap mampu menunjang aktivitas politik di tingkatan DPP 
menjelang Pemilihan Presiden tahun 2014. Dikatakan oleh Guilermo 
O’donnel bahwa partai politik sulit menjadi aktor politik yang solid akibat 
terjadinya disfungsional faksionalisme, dimana adanya perbedaan 
kepentingan yang mendasari pelaksanaan sebuah keputusan.   
Meski secara resmi PAN mendukung pasangan Syahrul Yasin 
Limpo – Agus Arifin Nu’mang pada PILGUB SULSEL tahun 2013, 
sejumlah elit partai sebagai wajah party in the office dari sebuah partai 
politik justru terpecah-pecah. Beberapa tokoh yang membelok 
diantaranya adalah Amin Rais selaku Ketua Dewan Majelis 
Pertimbangan Organisasi PAN, AM Fatwa selaku pendiri PAN, Yuliani 
Paris selaku Ketua Bappilu DPP PAN Wilayah Sulawesi Selatan, dan 
BM PAN selaku organisasi Otonom PAN. Hal ini terlihat jelas dengan 
kehadiran beberapa tokoh tersebut dalam Kampanye Akbar Pasangan 
IA yang dilaksanakan di Lapangan Karebosi pada tanggal 8 Januari 
2011. Hal ini diungkapkan oleh Ir. Buhari Kahar Mudzakkar M.M : 
“…….memang perbedaan arah dukungan di internal kader 
dalam mendukung seorang calon kepala daerah kerap terjadi di 
PAN jika tidak ada kader dari internal sendiri yang maju 
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sebagai calon, sehingga totalitas kader dalam mendukung 
biasanya tidak terwujud. Hal ini juga terjadi dalam kasus 
PILGUB SULSEL kemarin. Beberapa pembesar PAN ikut 
dalam mendukung pasangan IA. Selain itu, terjadi kekecewaan 
di kalangan beberapa kader PAN di tingkatan grassroot. Hal ini 
dikarenakan pada perjalanan kepemimpinannya, pak Syahrul 
menjadi Ketua umum Partai Golkar sehingga PAN merasa 
ditinggalkan. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan 
tersendiri adanya kader-kader yang tidak ke beliau. Nah, 
termasuk ibu Yuliani Paris” 49”  
 
Dari pernyataan diatas nampak bahwa perbedaan tersebut 
ditunjukkan dengan lahirnya gerakan-gerakan segelintir elit PAN yang 
bertolakbelakang dengan keputusan partai dalam mendukung  Syahrul 
Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang pada PILGUB SULSEL tahun 2013. 
Kita bisa melihat secara jelas disini bahwa indikasi masalah adalah 
ketidakmampuan PAN dalam menciptakan kesatuan gerak internal 
dengan organisasi otonom miliknya, sehingga hal ini berefek pada 
kekuatan institusi organisasi. Terlihat bahwa perbedaan pendapat yang 
terjadi tidak hanya berada pada tingkatan DPW PAN Sulsel saja, 
melainkan hingga tingkatan DPP PAN. Relasi ideologis dan beberapa 
kepentingan lainnya yang terbangun antara segelintir elit PAN dan IA 
telah menjadi dasar perbedaan pendapat di kalangan beberapa kader. 
Dikemukakan sebelumnya oleh Frank J. Sorouf bahwa partai 
politik memiliki tiga wajah yang berbeda struktur dalam bentuk 
organisasinya yaitu party in the office, party in the parlement, dan party 
in the electorate. Dalam menjalankan fungsinya, ketiga wajah struktur 
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 Wawancara langsung dengan Ir. H. Buhari Kahar Mudzakkar M.M, Sekjend DPW PAN 
Sulsel di Kantor PB KKL Raya Pa’baeng-baeng, pada tanggal 12 September  2013. 
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ini menjalankan fungsi yang berbeda-beda yang menuntut 
profesionalisme dalam pengelolaannya. Ketiga bentuk wajah ini perlu 
memiliki porsi yang sama dalam pengelolaannya. Berbeda dengan 
yang terjadi di Internal PAN, perbedaan pendapat yang keluar dari 
kalangan elit PAN dan organisasi otonom BM PAN, secara tidak 
langsung telah membuat wajah struktur organisasi yang terdiri dari 
party in the office, party in the govermen, dan party in the electorate 
menjadi kurang solid sebagai sebuah organisasi dikarenakan tidak 
sejalannya motif dan sikap mereka dengan keputusan tunggal partai 
dalam mendukung paket Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang di 
Pemilihan Gubernur SULSEL Tahun 2013.  
Ketidakmampuan organisasi partai dalam mengelola polemik 
internal dalam tubuhnya, baik sebelum maupun pasca menetapkan 
sebuah keputusan akan meninggalkan dinamika tersendiri pada partai 
tersebut.  Begitupun dengan kasus yang dihadapi oleh DPW PAN pada 
PILGUB SULSEL tahun 2013, dimana terjadi perbedaan pendapat di 
kalangan beberapa kader dalam menyikapi sebuah keputusan yang 
telah ditetapkan oleh partai. Menurut David March (2000), Salah satu 
aspek yang menjadi penekanan khusus dalam proses institusionalisasi 
partai politik adalah meningkatkan kemampuan partai dalam mengelola 
masalah, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. 
Memaksimalkan pelaksanaan aturan main dalam organisasi menjadi 
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hal yang wajib dilaksanakan guna mengangkat derajat partai politik 
secara kelembagaan.50 
Menyikapi perbedaan tersebut, DPW PAN dalam memperkokoh 
proses institusionalisasi partai melakukan beberapa langkah-langkah 
untuk membangun soliditas gerak dalam mendukung pasangan Syahrul 
Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang dalam PILGUB SULSEL tahun 
2013. Diantaranya ialah melakukan kordinasi dengan seluruh jajaran 
kepengurusan yang bernaung pada DPW PAN Sulawesi Selatan untuk 
tetap mengawal rekomendasi dukungan yang telah ditetapkan oleh 
PAN. Menurut Gibson (2010), Pola ini dilakukan sebagai langkah 
peningkatkan kemampuan organisasional partai dengan melibatkan 
struktur organisasi dalam mekanisme kerja yang ditentukan oleh aturan 
partai.  Langkah lain yang dilakukan oleh DPW PAN Sulsel secara 
kelembagaan adalah memberi ancaman sanksi kepada kader yang 
mengindahkan keputusan partai. Hal ini diungkapkan oleh Drs. H. 
Ashabul Kahfi M.Ag : 
“……. Memang terdapat beberapa personal kader yang 
membelok dari keputusan partai pada PILGUB SULSEL tahun 
Sulsel kemarin. Namun hal itu telah kita selesaikan melalui 
komunikasi persuasif dengan pihak-pihak yang terkait sesuai 
mekanisme kerja organisasi, sehingga semuanya tetap tunduk 
pada instruksi partai secara kelembagaan. Perbedaan ini hanya 
dinamika sesaat yang berlangsung di dalam partai. Toh pada 
akhirnya PAN berhasil memenangkan Syahrul Yasin Limpo – 
Agus Arifin Nu’mang pada PILGUB SULSEL tahun 2013. 
Sanksi bagi yang membangkang keputusan partai tetap kita 
jalankan, tapi untuk kasus kemarin saya rasa kader PAN telah 
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 David Mars dan Gerry Stoker, log. cit. 
72 
 




Dari pernyataan diatas, nampak bahwa peranan aturan dalam sebuah 
organisasi sangat penting dalam menentukan pola sikap tertentu (value 
infusion) dari sebuah partai.  Ketaatan pada jalur politik menjadikan 
partai politik mampu bekerja secara maksimal sebagai sebuah 
organisasi politik tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu sehingga 
kinerjanya semata-mata hanya sebagai instrumen dari kegiatan politik. 
Selain itu, pola komunikasi organisasi di antara anggota partai 
yang dilakukan di internal DPW PAN Sulsel menjadi elemen yang amat 
penting didalam memaksimalkan peran organisasi. Kegitan ini berguna 
untuk tetap menjaga stabilitas internal kepengurusan dalam 
menghadapi konflik, perbedaan pendapat, dan permasalahan-
permasalahan lainnya di tubuh partai politik. Dalam pandangan Gibson 
(2010) dijelaskan bahwa ketika partai politik mampu menggabungkan 
struktur organisasi, perilaku perorangan dan kelompok dalam 
organisasi, serta mensinergikan seluruh proses didalamnya melalui 
komunikasi sehingga organisasi tersebut dapat bergerak dan hidup 
maka partai tersebut dapat dikatakan memiliki kemampuan 
organisasional yang baik.  Organisasi partai politik yang dikelola secara 
prosedural, sistematis, dan demokratis dapat menjamin dan 
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 Kutipan wawancara langsung dengan Drs.H. Ashabul Kahfi, log. cit. 
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meningkatkan nilai efisiensi serta efektifitas fungsi control dan 
kordinasi. 
Aspek selanjutnya yang menjadi penilaian pada dimensi ini adalah 
prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan, ini menjadi domain 
penting dalam sebuah partai politik yang terlembaga secara baik. 
Perihal yang menjelaskan tentang mekanisme pengambilan keputusan 
di tubuh DPW PAN sendiri termaktub dalam AD/ART, bahwa hirarki 
pengambilan keputusan di tubuh PAN dimulai dari tingkatan atas 
hingga ke bawah yakni mulai DPP, DPW, DPD, DPC, hingga DPRt.52 
Pada pengambilan keputusan PAN, terkait rekomendasi 
dukungan kepada calon gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin 
Nu’mang pada PILGUB SULSEL tahun 2013 ketika mengaitkan dengan 
tata aturan internal PAN, maka keputusan tersebut dilakukan di 
tingkatan DPP dengan tentunya tetap memperhatikan segala 
pertimbangan dan masukan dari DPW Sulawesi Selatan sebagai 
pimpinan tertinggi di tingkatan provinsi. Jadi setiap keputusan yang 
diambil oleh DPW PAN Sulawesi Selatan selalu berjalan sesuai dengan 
tata urutan peraturan partai tentang pengambilan keputusan dan 
bersifat dari atas ke bawah. Seperti yang dikutip dari wawancara 
dengan Syarifuddin Dg Emba :  
“....DPP itu diberikan wewenang untuk menganulir keputusan 
yang diambil oleh DPW, tentunya dengan melakukan konsultasi 
sebelumnya serta berlandaskan pada AD/ART dan pedoman 
partai bukan sepihak, maka dari itu bagaimanapun hasil 
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 Pasal 15 ayat 3, BAB III Pengorganisasian, Anggaran Rumah Tangga PAN 
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keputusan yang diambil oleh DPW PAN Sulawesi Selatan  
dalam mendukung pak Syahrul kemarin, harus atas restu DPP 
istilahnya tanda ACCnya ada di pak Hatta. Bukan DPW yang 
mengeluarkan keputusan, hanya rekomendasi yang diberikan 
oleh DPW Sulsel yang kemudian diteruskan ke DPP dan 
DPPlah yang mengACCkan. nah begitu polanya, semua punya 
urutan mekanisme ”.53 
 
Dari pernyataan diatas, digambarkan tentang pola hubungan yang 
terjalin antara organisasi tingkatan DPP dan DPW dibatasi oleh sebuah 
aturan yang bersifat dari atas yang disambut dari bawah. Dimana DPP 
diberikan kewenangan untuk membantah keputusan yang telah 
ditetapkan oleh DPW dengan tetap merunut pada AD/ART (role) PAN. 
b. Dimensi Identitas Nilai 
Identitas nilai berkenaan dengan identitas partai politik 
berdasarkan ideologi dan platform partai, berkaitan dengan basis sosial 
pendukungnya, dan identifikasi kader terhadap pola dan arah 
perjuangan yang diperjuangkan oleh partai politik. Dalam dimensi ini 
menjelaskan tentang nilai (value) yang menjadi roh organisasi dalam 
merumuskan setiap aksi. Konsistensi setiap elemen partai terhadap 
nilai perjuangan (platform, ideologi), mengindikasikan sebuah 
organisasi partai terlembaga secara baik. Setiap partai politik di 
Indonesia memiliki paltform yang berbeda-beda, namun tak jarang 
ditemukan ideologi partai yang cenderung sama antara partai yang satu 
dengan partai yang lainnya.  
                                                          
53 Wawancara langsung dengan Syarifuddin Dg. Emba, Kepala Sekretariat DPW PAN 
Sulsel di Kantor DPW PAN Sulawesi Selatan Jl Sultan Alauddin no 259 D Makassar, 
pada tanggal 14 Agustus 2013.  
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DPW PAN Sulawesi Selatan sebagai bagian integral dari Partai 
Amanat Nasional di Indonesia hadir untuk mengimplementasikan 
seluruh tujuan dan usaha-usaha yang telah direncanakan berdasarkan 
identifikasi terhadap ideologi partai, hal ini tertuang dalam AD/ART dan 
pedoman organisasi partai. Senada dengan yang diungkapkan oleh 
Austin Ranney (2003),  yakni salah satu ciri fundamental yang dimiliki 
oleh partai politik adalah hadirnya beberapa orang yang terorganisasi, 
yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan-
tujuan partai berdasarkan identifikasi tertentu. Identitas ideologi PAN itu 
sendiri telah digambarakan oleh Muchlis Panaungi, yang mengatakan 
bahwasanya PAN adalah partai untuk seluruh umat.54  
PAN tidak dapat dilepaskan dari Ormas Muhammadiyah yang 
telah berperan cukup besar dalam pendirian dan pengembangannya, 
pola hubungan ini jugalah yang tidak sedikit mempengaruhi pola 
aktivitas PAN dalam keseharian. Muhammadiyah merupakan bagian 
popular bases bagi organisasi PAN, hal ini tidak terlepas dari nilai 
kesejarahan yang telah terbangun diantara keduanya. Terdapat 
beberapa faktor yang membangunnya, diantaranya adalah ketokohan 
Amin Rais sebagai pendiri partai yang juga pernah menjabat sebagai 
Ketua umum Muhammadiyah.  
Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di DPW PAN Sulawesi 
Selatan, dominasi Muhammadiyah di dalam tubuh PAN tidak dapat 
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 Kutipan wawancara langsung dengan Muchlis Panaungi, Wakil ketua DPW PAN Sulsel 
di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 19 Juli 2013. 
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dielakkan begitu juga dengan sebaliknya, relasi yang terbangun antara 
DPW PAN Sulsel dengan ormas Muhammadiyah terjalin cukup baik, 
seperti yang dungkapkan oleh Ir. H. Buhari Kahar Mudzakkar M.M : 
“.... Hubungan antara PAN dan Muhammadiyah memang tidak 
bisa dipisahkan baik secara historis maupun secara emosional. 
Bahkan pada awal berdirinya PAN, infrastruktur 
Muhammadiyah lah yang digunakan. Hampir rapat-rapat PAN 
dilaksanakan di kantor muhammadiyah pada saat itu. Hingga 
hari ini, hubungan itu tetap berjalan baik, dan dari segi 
struktural hampir 70% pimpinan-pimpinan DPD PAN di daerah  
Sulsel diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari 
Muhammadiyah”.55 
 
Jika ditinjau dari dimensi identitas nilai dalam institusionalisasi 
partai melalui hubungan yang terjalin antara PAN dan Ormas 
Muhammadiyah, maka ini merupakan gambaran basis sosial 
pendukung yang dimiliki oleh DPW PAN Sulsel. Hal ini berimplikasi 
pada model dan arah pergerakan dalam perjuangan partai tentunya. 
Dari jejaring sosial yang dimiliki oleh PAN, dapat dikatakan bahwa 
partai ini memiliki kedekatan dengan para tokoh-tokoh agama, seperti 
ustadz, kyai, ulama, kelompok agamawan, yang notabenenya banyak 
menghuni Ormas Muhammadiyah. Merunut pada klasifikasi wajah 
partai oleh Frank J. Sorouf maka wujud organisasi PAN pada party in 
the electorate banyak dihuni oleh mayoritas warga Muhammadiyah. 
Terkhusus pada konteks wilayah Sulawesi Selatan itu sendiri. 
Muhammadiyah menjadi Ormas keagamaan terbesar kedua di 
Indonesia, oleh karena itu dia memiliki peranan vital dalam percaturan 
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 Kutipan wawancara langsung dengan Ir.H. Buhari Kahar Mudzakkar M.M, op cit 
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politik dengan modal anggota yang cukup banyak. Anggota inilah yang 
kemudian terkadang dijadikan oleh PAN sebagai basis konstituen 
dalam pelaksanaan pemilihan umum.  Meski secara organisatoris, PAN 
dan Muhammadiyah tidak diikat dalam satu jalur struktur organisasi 
yang paten, namun ketika merunut pada dasar perjuangan (ideologi) 
yang dimiliki oleh kedua organisasi tersebut cenderung sama. Hal ini 
dikarenakan orang-orang yang berkecimpung didalamnya diikat dalam 
sebuah kultur yang sama untuk bergerak yakni dakwah dan umat,  
walaupun berdasarkan orientasi geraknya sedikit berbeda, dimana PAN 
lebih berorientasi pada ranah politik sedangkan Muhammadiyah 
berorientasi pada sosial keagamaan. 
Ketika bercermin dari relasi yang terbangun antara PAN dan 
Muhammadiyah, maka sudah semestinya PAN harus mampu selalu 
menjadi eksekutor dari harapan-harapan Muhammadiyah. Hal ini dapat 
menjadi bentuk pertanggungjawaban PAN sebagai partai yang pernah 
besar dari rahim Muhammadiyah. Secara ideal, ketika mengaitkan 
identitas Muhammadiyah dengan arah dukungan PAN dalam PILGUB 
SULSEL tahun 2013, maka seyogyanya rekomendasi dukungan dapat 
mengarah ke pasangan IA yang juga menjadi paket dalam kontestasi 
pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan diikarenakan kedekatan 
figur Aziz sebagai representatif dari warga Muhammadiyah. 
Diungkapkan oleh Syarifuddin Dg.Emba : 
“…..mayoritas warga Muhammadiyah lebih condong 
mendukung pasangan IA pada PILGUB SULSEL tahun Sulsel 
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2013, hal ini bukan karena pak ilham melainkan dikarenakan 
kehadiran Pak Aziz sebagai figur religious dalam paket ini.”56 
 
Penulis melihat bahwa relasi ini terbangun selain dikarenakan adanya 
faktor yang bersifat instrumentalis juga terdapat faktor idelogis yang ikut 
menyertainya. Ketokohan Aziz Kahar Mudzakkar sebagai figur pejuang 
aspirasi ummat di Sulawesi Selatan menjadikan ormas Muhammadiyah 
banyak menaruh simpati kepadanya. Ramlan Surbakti mengungkapkan 
bahwa fungsi utama dari partai politik ialah mencari dan 
mempertahankan eksistensi dalam kekuasaan untuk mewujudkan 
program yang disusun berdasarkan ideologi partai. Ideologi “ummat”  
yang berorientasi pada keagamaan inilah yang dijadikan oleh mayoritas 
warga Muhammadiyah sebagai aspek dasar dalam menentukan sikap 
dukungan. 
Diketahui sebelumnya terdapat beberapa kader dari PAN ingin 
mengarahkan dukungannya ke pasangan IA walaupun diketahui  
secara resmi PAN mendukung Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin 
Nu’mang pada PILGUB SULSEL tahun 2013. Beberapa macam motif 
lain yang melatarbelakangi perbedaan tersebut adalah Amin Rais 
memiliki hubungan  emosional yang cukup dekat dengan Aziz Kahar 
Mudzakkar, hubungan ini telah terbangun dari kedekatan Aziz sebagai 
figur representatif dari Ormas Muhammadiyah. Selain itu, Aziz 
dianggap memiliki kontribusi yang cukup besar pada Amin Rais saat 
maju pada Pemilihan Presiden tahun 2004, jadi bisa dikatakan ini 
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 Kutipan wawancara langsung dengan Syarifuddin Dg. Emba, op. cit. 
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merupakan bentuk politik balas budi Amin Rais kepada Aziz Kahar 
Mudzakkar.57  
Karakter Aziz Kahar Mudzakkar sebagai wakil dari pasangan IA 
yang notabene sebagai lawan politik dari pasangan Syahrul Yasin 
Limpo – Agus Arifin Nu’mang pada PILGUB SULSEL tahun 2013 
dikenal memiliki nilai perjuangan yang cenderung searah dengan 
beberapa eksponen Muhammadiyah, seperti Amin Rais dan AM Fatwa 
yakni sebagai symbol keummatan. Alasan ini kemudian menjadikan 
Amin Rais secara terang-terangan menginstruksikan agar kader PAN 
memilih pasangan Ilham-Aziz (IA) pada Pigub Sulsel 2013.  Menurut 
aspek-aspek penilaian oleh Vicky Randall tentang institusionalisasi 
partai politik, maka dinamika yang terjadi di internal PAN  
memperlihatkan adanya sedikit kerapuhan institusi dari aspek identitas 
nilai dikarenakan arah dukungan tidak sejalan dengan harapan 
mayoritas warga Muhammadiyah.  
c. Dimensi Otonomi Keputusan 
Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan 
berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor dari luar partai baik 
dengan sumber otoritas (kekuasaan), maupun dengan sumber dana 
(ekonomi) ataukah sumber dukungan yang berasal dari organisasi 
masyarakat tertentu. DPW PAN Sulawesi Selatan dalam kaitannya 





dengan otonomi keputusan selalu berdasarkan pada statuta partai 
yakni AD/ART dan Pedoman Organisasi.  
Terdapat beberapa macam proses pengambilan keputusan di 
tingkatan DPW PAN Sulsel, beberapa proses pengambilan keputusan 
di internal DPW PAN ini memiliki kewenangannya masing-masing, 
dimana seluruh mekanisme dan tata cara pelaksanaanya pun telah 
diatur dalam AD/ART PAN. Proses institusionalisasi partai politik secara 
umum sangat dipengaruhi oleh nilai dan sifat yang dikandung oleh 
peraturan partai tersebut. Menurut Guelermo O’Donnel, hal ini 
dikarenakan peraturan yang hadir di dalam partai politik, secara tidak 
langsung mampu memberikan proteksi dan perlindungan terhadap 
kedaulatan partai dari berbagai macam kepentingan segelintir elit atau 
golongan tertentu yang bakal berujung pada terabaikannya kepentingan 
anggota dan institusi partai. 
DPW PAN Sulsel pasca merumuskan rekomendasi dukungan 
kepada pasangan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang tahun 
2013 melibatkan seluruh elemen dalam partai untuk mengawal 
keputusan tersebut, baik di kalangan pengurus, kader, dewan 
penasehat, dan seluruh kepengurusan partai yang bernaung di bawah 
struktur DPW. Menurut Guelermo O’Donnel, Pelibatan ini bertujuan 
agar sebuah keputusan yang akan dikeluarkan dapat memiliki unsur 
legitimasi yang kuat di kalangan internal DPW PAN itu sendiri, sehingga 
keputusan yang telah hadir mampu menghadirkan behavioral 
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routinization di internal partai politik, dimana terdapat pola organisasi 
yang stabil dengan ditunjang oleh aturan dan norma dalam pola 
aktivitas organisasi. Keputusan yang telah dihasilkan dari sebuah 
proses yang demokratis bersifat mengikat kepada seluruh kader di 
tingkatan DPW hingga ke bawah tanpa terkecuali . Seperti  
diungkapkan oleh Ir. H. Buhari Kahar Mudzakkar M.M : 
“.....Rekomendasi dukungan kepada Pak Syahrul itu punya 
mekanisme-mekanisme yang telah diatur dalam partai dengan 
melibatkan seluruh anggota partai. Keputusan yang telah 
ditetapkan mempunyai nilai keharusan dalam organisasi, maka 
kewajiban bagi seluruh elemen partai untuk mengikuti dan 
melaksanakan tanpa terkecuali”.58  
 
Berdasarkan pernyataan diatas penulis melihat pada dimensi 
penilaian otonomi keputusan, organisasi DPW PAN Sulsel dalam hal 
pengambilan keputusan selalu menjalankan fungsi kordinatif dengan 
semua elemen dalam institusi partai tanpa terkecuali . Elemen yang 
dilibatkan dalam hal ini adalah seluruh fungsionaris DPW dan DPD 
PAN se-Sulawesi Selatan.  Pelibatan seperti ini dikatakan oleh Angela 
Penebianco,59 agar partai mampu untuk mengatur dan mensinergikan 
potensi faksi yang bakal lahir didalam organisasi, sehingga pola 
hubungan intra partai mampu mendorong berkumpulnya kepentingan 
partai dalam bentuk organisasional tunggal yang optimal. Lebih lanjut  
diungkapkan oleh Ir. H. Doddy Amiruddin S.H. M.H: 
“.......Dukungan yang kami arahkan kepada Pak Syahrul 
merupakan wujud aspirasi dari beberapa DPD Kabupaten/kota, 
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 Wawancara langsung dengan Ir. H. Buhari Kahar Mudzakkar M.M, op. cit. 
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 Alan Ware, log. cit., liat juga Angela Penebianco, log. cit. 
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Ini bukan keputusan yang hanya melibatkan elit tertentu. Pada 
PILGUB SULSEL kemarin, mayoritas DPD PAN di wilayah 
Sulawesi Selatan solid menyampaikan dukungan tertulis secara 
langsung kepada saya dalam Rapat tim Pilkada Sulsel, hal ini 
juga disaksikan langsung oleh Pak Ashabul Kahfi, hanya ada 
beberapa DPD PAN yang tidak hadir tapi itu bukan bentuk 
penolakan melainkan halangan personal karena satu dan lain 
hal. Hasil itu yang kemudian kami sampaikan kepada DPP 
PAN, nah terbukti rekomendasi akhir tetap mengarah kepada 
pak Syahrul walaupun banyak persepsi yang berbeda, semua 
tetap tunduk pada aturan partai. Inilah contoh dimana PAN 
sebagai sebuah partai mapan, selalu melakukan konsolidasi 
dan kordinasi kepada seluruh jajaran pengurus di Sulawesi 
Selatan.”60 
 
Rekomendasi final yang diserahkan oleh Ketua Umum DPW PAN 
Sulawesi Selatan tersebut merupakan bentuk penegasan sikap DPW 
PAN  Sulsel atas pemberitaan di berbagai media di Sulawesi Selatan 
atas polemik dualisme arah dukungan di tubuh internal PAN.61 
Dinamika yang terjadi di internal DPW PAN Sulsel menyiratkan 
bahwasanya kemandirian otonomi keputusan sedikit mengalami 
gangguan dari segelintir elit, hal ini disebabkan oleh kelemahan DPW 
PAN dalam mereduksi dan mengeliminasi kepentingan personal atau 
kelompok yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Berbeda 
dengan yang diungkapkan oleh March dan Olsen, bahwasanya institusi 
politik perlu memainkan peran yang lebih otonom dalam membentuk 
hasil politik (policy). 
Indikator institusional partai politik dapat diukur dari kemandirian 
partai tersebut dalam membuat suatu keputusan. Berdasarkan tata 
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 Wawancara langsung dengan Ir. H. Doddy Amiruddin S.H M.H, op. cit. 
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 http://www. Antara – sulawesi selatan.com/ print/ 39516/ pan – sulsel – pertanyakan 
rekomendas - dukungan, terakhir diakses pada 6 juli 2013 
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urutan peraturan dalam pengambilan keputusan, nampak otonomi 
keputusan di DPW PAN Sulawesi Selatan di tentukan oleh unsur-unsur 
pimpinan melalui mekanisme rapat yang dihadiri oleh anggota partai. 
Seluruh kepengurusan PAN di berbagai daerah diberikan tugas dan 
kewewenangan untuk mengambil keputusan oleh AD/ART, tentunya 
tidak bertentangan dengan kewenangan dan putusan yang berada 
pada tingkat lebih tinggi. Berarti dapat dikatakan bahwa otonomi 
keputusan di DPW PAN Sulsel bersifat independen dengan tetap 
berlandaskan pada mekanisme internal partai.  
Relasi yang terbangun dengan Ormas Muhammadiyah sedikit 
banyak mempengaruhi keputusan yang ditetapkan oleh PAN. Karena 
Muhammadiyah secara kultural telah menjadi sumber dukungan massa 
buat DPW PAN SULSEL. Menurut Vicky Randaal dan Lars Svasan 
tentang derajat identitas nilai institusionalisasi partai politik, maka  
setiap partai politik perlu memeperkuat relasi organisasionalnya dengan 
basis/ kelompok tertentu. DPW PAN telah memainkan peranan tersebut 
dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai jaringan (linkage) yang 
memberi dukungan kepada partai dan bukan sebagai aktor pembuat 
keputusan. Wujud Hubungan dan kerjasama dengan Ormas 
Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk penghimpunan aspirasi dan 
pengaduan masyarakat guna disalurkan dan diperjuangkan oleh partai, 
dan atau kegiatan bersama yang mendukung perjuangan PAN sebagai 
sebuah institusi demokrasi. 
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d. Dimensi Reifikasi 
Reifikasi merujuk pada kemampuan partai politik untuk 
menanamkan suatu citra atau brand name (merk) tertentu pada 
imajinasi publik. Jadi, reifikasi bisa dikatakan sebagai upaya yang 
dilakukan oleh sebuah partai politik untuk tetap dikenal oleh khalayak 
publik. Upaya itu dilakukan dengan tujuan menghadirkan proses 
institusionalisasi di tubuh organisasi partai politik secara optimal. 
Terkait itu, maka upaya yang dilakukan oleh di DPW PAN Sulsel dalam 
mempengaruhi opini publik banyak ditunjang oleh karakteristik PAN 
sebagai partai dengan basisi massa islam yang cukup besar.  
Eksistensi DPW PAN Sulawesi Selatan telah tercermin dari 
keberhasilannya meraih suara terbanyak ketiga dalam Pemilu tahun 
2009 di Sulawesi Selatan. Brand “Ummat” yang telah terbentuk di 
imajnasi publik mengidentikkan relasi yang terbangun di antara PAN 
dan Muhammadiyah itu sendiri. Setiap anggota, kader ataupun 
simpatisan yang berada di dalam PAN selalu menyesuaikan nilai 
perjuangannya dengan harapan atau sikap dari mayoritas warga 
Muhammadiyah. Jadi, dalam setiap aktivitas politik yang dilakukakan 
oleh PAN terkhusus DPW PAN Sulsel selalu mengindikasikan setiap 
gerakannya dalam tujuan keummatan dan kebangsaan yang 
notabenenya sangat melekat dengan PAN. 
Dalam konteks Pemilihan Gubernur Susel Tahun 2013, PAN 
adalah partai peserta koalisi di dalam memberi dukungan kepada 
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Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang. Dalam menyikapi 
dinamika yang muncul, PAN mencoba menjadi sosok yang tetap setia 
mengawal kepemimpinan Syahrul Yasin Lompo-Agus Arifin Nu’mang, 
sehingga image pro terhadap pembangunan tetap melekat pada DPW 
PAN Sulawesi Selatan di benak Masyarakat Sulsel pada umumnya. Hal 
inilah yang kemudian menjadi alat pemersatu bagi PAN di kalangan 
para internal kader untuk tetap mempertahankan soliditas partai dalam 
mendukung pasangan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang 
tahun 2013.   
Upaya lain yang dilakukan oleh DPW PAN Sulsel adalah dengan 
melakukan klarifikasi atas isu perpecahan di internal PAN dalam 
menghadapi PILGUB SULSEL tahun 2013 melalui pemberitaan di 
berbagai media massa. Klarifikasi ini menyatakan bahwa perbedaan 
pendapat di internal kader hanya mengatasnamakan suara personal, 
bukan suara PAN secara institusi.  Menurut Ramlan Surbakti, agar 
tercipta stabilitas internal di tubuh partai politik, maka komunikasi di 
kalangan para anggota partai politik menjadi barang mutlak yang harus 
dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas kolektivitas. Hal ini 
bertujuan guna tetap menjaga dan mempertahankan citra partai 
sebagai sebuah institusi yang solid di hadapan publik secara umum dan 
simpatisan PAN secara khusus. Hal ini dipertegas oleh Ir. Doddy 
Amiruddin S.H, M.H : 
“…….Tidak ada perpecahan di PAN dalam suksesi PILGUB 
SULSEL  tahun 2013, yang ada hanyalah dinamika. Dinamika 
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ini kan biasa terjadi di alam demokrasi kita saat ini. Semua 
kader tetap solid terhadap PAN.”62 
 
Dari pernyataan diatas, penulis melihat bahwasanya argumen ini 
merupakan perwujudan partai politik  dalam menjalankan peran dan 
tugas internal organisasi, yakni proses pemantapan konsolidasi dalam 
mengawal keputusan partai. Dinamika yang terjadi di internal partai 
seyogyanya perlu menjadi acuan penggerak partai untuk menjadi 
organisasi yang solid dan bukan justru sebaliknya. Menurut Gibson, 
Memanfaatkan manajemen informasi dalam mengelola dinamika yang 
terjadi dalam partai politik akan meningkatkan kemampuan 
organisasional dari partai tersebut dalam meredam potensi-potensi 
konflik yang lebih luas.  
Setelah melihat berbagai perjalanan dinamika DPW PAN Sulawesi 
Selatan diatas, penulis menilai bahwa pasca penetapan rekomendasi 
dukungan kepada paket Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang, 
polemik internal di tubuh partai tetap berlanjut. dimana terjadi polarisasi 
gerakan kader atas rekomendasi dukungan kepada pasangan Syahrul 
Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang pada PILGUB SULSEL tahun 2013. 
Berdasarkan klasifikasi wajah partai oleh Frank J. Sorouf, Beberapa 
elemen PAN pada wajah party in the office menunjukkan sikap yang 
bertentangan dengan instruksi partai secara kelembagaan. Hal ini 
kemudian berefek pada kondisi dilematis yang dialami oleh party in the 
electorate (akar rumput/ simpatisan) dalam menentukan pilihan di PILGUB 
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SULSEL tahun 2013. Secara umum, dapat dikatakan bahwa polarisasi 
arah dukungan mengakibatkan peranan partai dalam menjalankan fungsi 
dukungan sebagai sebuah kesatuan organisasi menuai kendala dalam hal 
implementasinya. 
Ketika DPW PAN telah berhasil melakukan pengorganisasian 
terhadap prosedur tertentu di dalam organisasi partai, dimana aturan-
aturan dan norma-norma secara formal dan informal telah tertanam di 
dalam pola aktivitas partai. Maka menurut Guelermo O’Donnle, partai 
tersebuat akan mampu menghindarkan partai dari perpecahan, 
mengembangkan legitimasi dan menghadirkan reguritas perilaku dari para 
anggota sehingga daya penerimaan partai politik di dalam masyarakat 















 Pada bab ini, penulis akan akan menguraikan beberapa 
kesimpulan yang dapat di ambil setelah melakukan penelitian dan 
menguraikannya secara lebih terperinci. Selain kesimpulan, peneliti juga 
menawarkan beberapa saran dalam menghadapi fenomena yang sama 
dengan judul penelitian yaitu Institusionalisasi Partai Politik (Studi tentang 
Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin 
Limpo-Agus Arifin Nu’mang Tahun 2013). 
A. Kesimpulan 
Peran partai politik dalam proses seleksi kepemimpinan dan 
pengisian jabatan publik sangat penting. Namun, karena lemahnya 
pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, sehingga menyebabkan 
terdapat kecenderungan bahwa intitusionalisasi kepartaian mengalami 
kemunduran. Partai politik memerlukan sebuah kemampuan 
institusionalisasi yang baik, guna mempertahankan eksistensi 
organisasi dalam setiap melaksanakan aktivitasnya. DPW PAN 
Sulawesi Selatan sebagai bagian integral dari PAN di Indonesia juga 
melakukan proses itu pada setiap momentum politik yang dilaksanakan, 
termasuk dalam proses mendukung pasangan Syahrul Yasin Limpo – 
Agusu Arifin Nu’mang dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2013. 
Diantaranya adalah : 
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a. Berdasarkan dimensi sistem dalam organisasi, DPW PAN Sulsel 
mampu mengawal rekomendasi dukungan kepada pasangan 
Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang dalam PILGUB 
SULSEL tahun 2013, terbukti dengan keberhasilan DPW PAN 
dalam memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin 
Nu’mang. Walaupun diketahui sebelumnya terdapat perdebatan 
dan perbedaan pendapat dari segelintir elit PAN dalam menyikapi 
rekomendasi tersebut. DPW PAN tetap berupaya melahirkan 
kesatuan gerak dalam menunjang aktivitas kelembagaan. Perihal 
dengan rekomendasi dukungan kepada pasangan Syahrul Yasin 
Limpo – Agus Arifin Nu’mang pada PILGUB SULSEL tahun 2013, 
DPW PAN telah melalui prosedur yang tepat dengan melibatkan 
seluruh unsur dan pihak kepengurusan PAN yang bernaung di 
tingkatan DPW PAN Sulawesi Selatan.  
b. Dari dimensi identitas nilai, PAN dikenal memiliki kedekatan dengan 
ormas Muhammadiyah. Walaupun secara historis dan emosional 
hubungan diantara kedua organisasi tersebut terbangun sangat 
erat, PAN mampu melepaskan diri dari relasi emosional para kader 
dengan ormas Muhammadiyah dan tetap berpedoman pada nilai 
kedaulatan organisasi. Sehingga setiap keputusan yang diambil 
terlepas dari kepentingan kelompok tertentu. 
c. Pada dimensi otonomi keputusan, PAN mampu lahir sebagai aktor 
independen yang solid perihal pengambilan keputusan, terbukti 
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dengan menjadikan sebuah keputusan  sebagai kedaulatan institusi 
tertinggi dan roh utama penggerak kader dalam mengawal 
rekomendasi dukungan kepada pasangan Syahrul Yasin Limpo – 
Agus Arifin Nu’mang di PILGUB SULSEL tahun  2013, disamping 
tetap menjadikan ormas Muhammadiyah sebagai jaringan (linkage) 
tanpa adanya ketergantungan yang mengikat. 
d. DPW PAN Sulawesi Selatan mampu memberikan kesan persatuan 
dan kesatuan kinerja kepada para kontituennya dalam 
memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin 
Nu’mang dalam PILGUB SULSEL tahun 2013 kepada masyarakat 
secara umum dan Simpatisan PAN secara khusus. 
  Inilah beberapa upaya yang dilakukan oleh DPW PAN dalam 
memperkokoh kedudukan PAN sebagai sebuah organisasi guna 
memperkuat institusionalisasi kepartaian. Penulis melihat bahwa proses 
institusionalisasi DPW PAN mengenai kemampuan organisasional 
partai dalam menyikapi sebuah keputusan masih diwarnai dengan 
beberapa perbedaan pendapat. Tentunya secara prinsip kelembagaan, 
hal ini dapat berefek buruk terhadap kedaulatan institusi partai jika tidak 
mampu dikelolah secara baik. Namun sebaliknya, ketika partai memiliki 
kemampuan manajemen konflik yang baik serta penerapan aturan 
secara maksimal dalam pola dan sikap partai, maka partai politik dapat 





Adapun saran yang penulis ajukan setelah melakukan 
penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
a. Dalam menentukan arah dukungan kepada calon kepala daerah, 
setiap partai politik hendaknya melakukan pembenahan terhadap 
mekanisme yang ada sesuai AD/ART dan pedoman organisasi. 
Dimana setiap tahapan-tahapan, syarat, dan prosedur yang ada 
harus diketahui oleh seluruh elemen yang berada di dalam partai, 
baik itu pimpinan, pengurus dan anggota. 
b. Untuk memantapkan proses institusionalisasi partai politik, setiap 
kader partai harus mampu menyikapi setiap perbedaan pendapat 
secara dewasa. Kemampuan organisasional partai politik untuk 
menjalankan idealitas fungsinya sebagai sebuah institusi politik 
merupakan hal yang dapat dijalankan apabila didukung oleh struktur 
organisasi yang kuat, mulai dari party in the office, party in the 
government, dan party in the electorate serta terdapat pola interaksi 
yang teratur dalam menciptakan kesatuan gerak. 
c. Setiap anggota Partai politik hendaknya menjadikan kepentingan 
organisasi diatas segala-galanya dengan menggeser fokus  dari 
tujuan-tujuan dan kepentingan individu yang spesifik ke arah tujuan-
tujuan besar organisasi partai politik. pengelolaan internal organisasi 
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